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TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN BAGI HASIL

ANTARA PT TELKOM DENGAN PENGELOLA WARTEL

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan: 1) untuk menjelaskan metode bagi hasil yang dilaksanakan PT Telkom
dengan pengelola wartel, 2) untuk mencari ketentuan-ketentuan hukum Islam terhadap sistem bagi hasil
antara PT Telkom dengan pengelolawartel.

Jenis pendlitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang artinya memperoleh data dan
dikumpulkan secara langsung di PT Telkom untuk mengetahui lebih jelas tentang pelaksanaan sistem
bagi hasil dalam kerjasama penyel enggaraan wartel. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yang artinya
penelitian ini memaparkan mengenai sistem pembagian pendapatan antara PT Telkom dengan pengelola
wartel yang kemudian dianalisa dengan menggunakan prinsip-prinsip hukum Islam terutama dalam
bidang muamalah. Teknik pengumpulan data dengan observasi, interview dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini adalah 1). Kerjasama antara PT Telkom dengan pengelola wartel dapat
dianalogikan pada syirkah ‘inan yaitu dimana perjanjian yang dibuat mengacu pada hukum perjanjian
yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Buku I11 tentang perikatan, 2).
Sistem bagi hasil antara PT Telkom dengan pengelola wartel menurut pandangan hukum Islam telah
sesuai dengan konsep keadilan dalam hukum Islam, dimana para pihak memperoleh hak-haknya sesuai
dengan kewajibannya masing-masing, serta dalam hal pertanggungjawaban terhadap resiko yang
mungkin terjadi antara kedua belah pihak telah sesuai dengan hukum Islam.

Katakunci: bagi hasil, syirkah, ekonomi Ilam, PT Telkom
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN
Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini
berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988

Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

A. Konsonan Tunggal
Huruf Arab | Nama Huruf Latin Nama
| Alif | tidak dilambangkan tidak dilambangkan
< ba’ b be
< ta’ t te
<& sa’ s es (dengan titik di atas)
d jim i e
d ha . h ’ ha (dengan titik di bawah)
¢ kha kh ; ka dan ha
| a . dal | d | de
3 | zal i /4 | zet (dengan titik di atas)
J ra’ r er
J zai | z zet
g sin s es
Iz win ' ay ecidan ve
| o2 sad | s es (dengan titik di bawah)
oa dad d de (dengan titik di bawah)
A ta’ t te (dengan titik di bawah)
& za’ z zet (dengan titik di bawah)
& ‘ain i koma terbalik di atas
4 gain g ge
o fa’ f ef
d qaf q qi
4 kaf k ka
J lam 1 ‘el
[ mim m ‘em
. d nun n b ~'en B




J waw w w
‘ A ha’ h ha

& | hamzah ) : apostrof
i ¢ | ya | y I ye

B. Konsonan rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

83 Mala ditulis Muta’addidah

C. Ta’ marbutah diakhir kata
1. Bila mati ditulis A

isa ditulis Hikmah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap
dalam bahasa Indonesia, seperti salai, zakat dan sebagainya, kecuali bila
dikel.endakt lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka

ditulis dengan ‘A’

ARPH PR ditulis Karanah al-auliya’

3. Bila taymurbutah dinidupkan karena berangkai dengan kata lain ditulis */°

bl 318 ditulis zakatul fitr
D. Vokal Pendek

_— fathah ditulis a

o kasrah ditulis i

>3 dammah ditulis u
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E. Vokal Panjang

I Fathah + alif ditulis a
lala ditulis jahilivyah

2 fathah + alif maqsurah ditulis a
(g ditulis tansa

3 kasrah + ya' mati ditulis i
pad S ditulis karim

4 dammah + wawu mati ditulis u
s A ditulis furizd

F. Vokal Rangkap

I Fathah + ya® mati ditulis ai
pSiy ditulis bainakum

2 fathah + wawu mati ditulis au
Jod ditulis qaul

G. Vokai Pendek yang berurutan daiam satu kata dipisahkan dengan apostrot

‘al"“ ditulis A antum

H. Kata Sandang Alif + Lam bila diikuti huruf Qomariyyah

A ditulis al~Quran
gl ditulis al-Qiyas

I. Kata Sandang Alif + Lam-bila diikuti huruf Syamsiyyah
Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el) nya.

e Looud) ditulis as-Sama’
Al ditulis asy-Syams
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang aturan-aturannya bersifat sempurna, elastis,
sistematis, universal dan dinamis, serta bersifat o 'agquli dan ta'abbudi.
Aturan-aturan tersebut mencakup selurubh aspek kehidupan baik ritual maupun
sosial, serta dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat."

Pada dasarnya syariat Islam yang dijabarkan secara terperinci oleh para
ulama dalam ajaran figh (figh sosial) ialah penataan hal-hal yang berkaitan
dengan manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat, kehidupan individual,
bermasvarakat dan bernegara. Uinsur-unsur-keseiahteraan dalam kehidupan
dumia dan akhirat bersitat saling mempengaruhi. Apabila hal itu dikaitkan
dengan syanat Islam yang dijabarkan figh sosial dengan bertitik tolak pada
lima prinsip dalam tujuan syari’at Islam (maqashid al-syari’ah), maka jelas
bahwa svari’at Islam mempunvai\sasaran.vang mendasan. vakni kesejahteraan
lahir dan batin bagi setiap manusia.’!

Islam ‘mendorong setiap manusia‘agar-bekerja dan mempunyai usaha
sebagai upaya pencapaian rezeki. Allah telah menetapkan rezeki setiap

makhluk yang diciptakannya. Namun demikian rezeki itu tidak akan mungkin

didapat kecuali dengan berusaha dan bekerja, sebagaimana firman Allah:

" Faturrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, cet. 1 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997),
him. 46-51.

2 KH. MA. Sahal Mahfudh, Nuansa Figh Sosial, cet. 1 (Yogyakarta: LKiS, 1794), him. 4
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Perkataan “kerja” menurut Islam mempunyai obyek ganda yaitu kerja
untuk kehidupan di dunia dan kerja (amal perbuatan) untuk kehidupan di
akhirat."’Dengan  bekerja  masyarakat bisa  melaksanakan  tugas
kekhalifahannya, menjaga diri dari maksiat, dan meraih tujuan yang lebih
besar. Demikian pula dengan bekerja individu bisa memenuhi kebutuhan
hidupnya, mencukupi kebutuhan keluarganya, dan berbuat baik terhadap
tetangganya.”’ Bekerja adalah fitrah dan sekaligus merupakan salah satu
identitas manusia, sehingga bekerja yang didasarkan pada prinsip-prinsip iman
tauhid, bukan saja menunjukkan fitrah seorang muslim tetapi sekaligus
meninggikan martabat dirinya sebagai hamba Allah.®

Manusia adalah makhluk sosial vang hdak dapal hidup tanpa bantuan
orang lain. Mereka harus melayan: salu sama lain, mereka mengambil sesuatu
dari yang lain dan memberikan sesuatu kepada yang lain. Seluruh kehidupan
menjadi suatu gerakan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Memang
ada pekerjaan tertentu yang dapat dilakukan seorang giri tanpa bantuan orang

lain mamun~ lebih” banyak lagi® yang™ "perlu “diwujudkan melalui

3 Ar-Ra’d (13): 11.

Y Wahbah Az-Zuhaili, Al-Qur'an dan Paradigma Peradaban, alih bahasa Moh. Tohir,
(Yogyakarta. Dinamika, 1996), him. 211.

% Yusuf Qardhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam, alih bahasa Zaenal Arifin, cet. 2
(Jakarta: Gema Insani Press, 1997), him. 107

) Toto Tasmara, Etos Kerja Pribadi Muslim, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf,
1994), him 2



kegotongroyongan (kerjasama). Kerjasama merupakan penggabungan kekuatan
sehingga pekerjaan berat menjadi ringan yang sulit menjadi mudah.

Setiap pekerjaan yang halal hukumnya (mubah) apalagi yang menjurus
pada kebaikan dapat dilakukan kerjasama baik dalam bentuk tenaga maupﬁn

modal untuk mencapai keuntungan bersama. Allah SWT berfirman:

T Ol ghalty @Y e 155915 Yy (6 gl o) e 5 gles g

Islam tidak hanya membenarkan dan memotivasi terwujudnya
kerjasama melalui berbagai bentuknya yang halal, melainkan juga membekali
etos kerjasama atas dasar iman dan takwa yang melahirkan kerjasama yang
Jujur, adil dan bertanggungjawab. Dalam Isiam terdapat berbagai bentuk
kerjasama dalam suatu.usaha yang dikembangkan.dari kensep syirkah dengan
herdasarkan prinsin bagi hasil Kepasama semacam int dipraktekkan oleh Pl
Telkom dengan pengelola wartel dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan sarana telekomunikasi.

PT. ‘Telekomunikasi Indonesia ,adalah, Badan- Usaha Milik Negara
dalam hingkungan, Departemen Perhubungan yang memeégang lisensi sebagai
perusahaany yang- berhak nenyelenggarakan jasa -telekomunikasi untuk
hubungan dalam negeri (domestik). Sebagai BUMN yang berbentuk persero, 1a
berisikan dua elemen esensial yakni unsur pemerintah (public) dan unsur bisnis

(enterprise), dimana unsur bisnisnya lebith dominan dari unsur pemerintah.”

7 Al-Maidah (5): 2

® Pandji Anoraga, BUMN Swasta dan Koperasi, cet. 1 (Jakarta: PT Dana Pustaka Jaya,
1995), him 1-2



Dalam Peraturan Pemerintah No 3 /1983 ditetapkan tujuan pembentukan

BUMN antara lain:

* menyumbang perkembangan perekonomian nasional dan penerimaan negara

* mampu berjalan baik dan memupuk keuniwungun

* bermanfaat bagi umum terutama dalam memenuhi hajat hidup orang banyak

* melaksanakan kegiatan usaha yang belum dilaksanakan koperasi dan swasta
serta  bersifat  melengkapi terutama dalam menyediakan kebutuhan
masyarakat luas

* aktif memberikar bimbingan kepada ekonomi lemah dan koperasi

* aktif menunjang pelaksanaan program pemerataan.”’

Salah satu langkah yang ditempuh pemerintah dalam rangka reformasi
ckonomi di tanah air adalah den«an privatisasi BUMN  Go-public merupakan
model utama program privatisast. yang dikukuhkan dengan PP No 35 Tahun
1988 dan SK Menteri Keuangan NO 790 Tahun 1989. Setelah go-public
BUMN harus mampu mandiri dengan mengandalkan inisiatif dan kekuatan
sendiri. Manajemen-harus-lebih agresif memanfaatkan peluang yang ada dan
mutu bafang maupun jasa vang dihasilkan'harus meningkat’pula.'™ Perusahaan
yang beroperasi sebagal perusahaan public, pada dasaraya harus meuerima
keterlibatan pihak lain dalam perusahaan sebagai suatu sinergi untuk

melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain, bahkan para pesaing

' Ibid, hlm. 18-19

" Dawam Raharjo, dkk, Liberalisasi Politik dan Ekonomi di Indonesia, cet. 1
(Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997), him 326-328



sekalipun.'”’ Untuk memanfaatkan keunggulan bersaing yang dimiliki PT
Telkom melakukan program pemasaran yang cukup ofensif antara lain dengan
pendirian wartel. Dalam melaksanakan program tersebut, PT Telkom juga
melibatkan anggota masyarakat, baik perorangan, koperasi, maupun badan
usaha yang berminat untuk membuka usaha wartel.

Kerjasama bisnis tersebut dilaksanakan dengan pemberian izin
pendirian wartel kepada mereka yang bersedia memenuhi aturan-aturan yang
telah ditentukan PT Telkom dan pemerintah. Pihak pengelola diwajibkan
menyetorkan sebagian dari pendapatan wartel'” setiap bulan kepada PT
Telkom berdasarkan prosentase yang telah ditentukan dalam perjanjian
pendirian wartel (PKS). Di samping kewajtban tersebut, pengelola juga
berkewajiban atas hiaya sendiri menyediakan gedung, peranokat wartel papan
namad, petugas peiayanan dan berkewajiban puia untuk memeithara dan
memperbaiki perangkat wartel bila terjadi kerusakan.

Sejak Desember 2001, byesaran diskon penyelenggaraan wartel
mengalami-perubahan - dani semula diperhitungkan berdasarkan prosentase
progresif menjadi flat. Perbandiigan pembagian/ antara pengelola dan PT
Telkom berdasarkan prosentase progresif adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan <1 juta prosentasenya 50 : 50
2. Pendapatan 1 juta — 3 juta prosentasenya 40 : 60

3. Pendapatan 3 juta— ...... , prosentasenya 22,5 :77,5'%

' Sunariyah, Pengantar Pengetahuan Pasar Modal, edisi 3 (Yogyakarta: UPP AMP
YKPN, 2003), him. 41.

12 pendapatan wartel adalah seluruh pendapatan penyelenggaraan jasa telekomunikasi
Dalam Negeri, Luar Negeri termasuk Air Time, PPN dan pendapatan lainnya.

') Wawancara dengan Bapak Abdul Rahman Suardi pada tanggal 10 Juni 2003.



Adapun prosentase diskon penyelenggaraan wartel sistem flat adalah pengelola
mendapatkan hak pendapatan sebesar 30% dari total pendapatan percakapan
atau sambungan domestik (dalam negeri) yaitu berupa pendapatan pulsa lokal
dan SLJJ.'

Suatu hal yang wajar bagi sebuah perusahaan untuk menciptakan
peraturan dan ketentuan yang menjamin perusahaan tersebut tidak mengalami
kerugian. Namun terkadang peraturan tersebut dirasakan hanya
menguntungkan pthak perusahaan dan kurang mepertegas arti keadilannya bagi
pihak mitra kerja. Demikian juga halnya dengan PT Telkom dalam menetapkan
ketentuan tentang perubahan besaran diskon penyelenggaraan wartel Jika
dikaitkan dengan kewajiban dan tanggung jawab para pihak. ketentuann
tersehut dirasakan belum mencérminkan aspek keadilan, Pendapatan yang
diperoleh pengelola tidak seimbang dengan kewajiban yang harus dilakukan
pengelola apalagi dengan semakin tingginya biaya operasional yang harus di
keluarkan setiap-jbulan; Hal inilah jyang ymenjadi- alasan penyusun untuk

mencoba mengkaji tentang sistem bagi hasil tersebut jika ditinjau dari segi

hukum Islam.

. Pokok Masalah
Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka dapat
dirumuskan permasalahan pokok yang akan diamati dan ditelusuri dalam

penelitian ini yaitu:

9 pK'S Wartel Divre IV, him. 4.



1. Bagaimana metode bagi hasil yang dilaksanakan oleh PT Telkom dengan
pengelola wartel dalam kerjasama penyelenggaraan wartel?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan sistem bagi hasil

tersebut ?

C. Tujuan dan Kegunaan
Penelitian ini bertujuan:
1. Untuk menjelaskan metode bagi hasil yang dilaksanakan PT Telkom dengan
pengelola wartel.
2. Untuk mencan ketentuan-ketentuan hukum Islam terhadap sistem bagi hasil

antara PT Telkom dengan pengelola wartel.

1. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan Islam khususnya
dalam bidang muamalah
2. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang kinerja PT Telkom

bhncvu‘ﬂ-m won knrl:n“’nﬂ Annonn arator ham hacil Aalow Larinacnnan
AnA, WWIIJ“ leg W/wra Al AAA “v‘lb‘“l MNaNewaiis V“b‘ AALMIAL WLSAWALAL ‘\Vleml‘“

penyelenggaraan wartel.

D. Telaah Pustaka
Kajian tentang sistem bagi hasil dalam Islam telah banyak dilakukan
oleh para ahli hukum Islam masa lampau terutama tentang syirkah secara
umum, mengenai pengertian, dasar hukum, bentuk-bentuk, syarat dan

rukunnya. Sementara itu kajian yang dilakukan oleh fugaha dewasa ini,



menjelaskan tentang syirkah secara lebih terperinci, berdasarkan pendapat
ulama terdahulu dan juga ditambah dengan pendapat yang relevan dengan
perkembangan zaman. Kebanyakan dari mereka membahas akad bagi hasil
yang ada kaitannya dengan masalah perbankan bebas tgunga.

Adapun kajian tentang tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan
bagi hasil di masyarakat, telah banyak dilakukan dalam bentuk skripsi. Amir
Yusuf, dalam skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Pelaksanaan Bagi Hasil Peternak Ayam Pedaging Antara Pemilik Poltry Shop
Dengan Pemelihara  Di Desa Diwek Kecamatan Jombang Jawa Timur
membahas tentang pembagian hasil yang tidak sesuai dengan modal terutama

jika modal hanya berasal dari pihak peternak.'”

Dcrnkoan tuoa datamy skonst vangsBermadal Do Hukum Islom
lerhadap  Pelaksanaan  Bagt Hasil Tambak  Garam 1D Desa  ireman
Kecamaran Rembang Kabuparen Kembang, 1.aiqgoh menyimpulkan bahwa bagi
hasil tersebut adalah aplikasi dari syirkah ‘uqud, vang merupakan gabungan
dari svirkahyahdan dan Sinan\vangicara_nemaniianiidan pembagian hacilnva
disesuaikan.dengamadat sctempat. '

Sementata jitu;, pembahasan tentang \akad syirkah) dalam bentuk

pembiayaan di BMT dilakukan oleh Nuril Mala dengan judul 7injauan Hukum

) Amir Yusuf, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Peternak
Ayam Pedaging Antara Pemilik Poltry Shop Dengan Pemelihara Di Desa Diwek Kecamatan
Jombang Jawa Timur, Skripsi, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997

' Laiqoh, Zinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Tambak Garam Di
Desa Tireman Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang, Skripsi, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta, 1998



Islam Terhadap Pembiayaan Musyarakah Di BMT Bina Ikhsanul Fikri
Gedongkuning  Yogyakarta. la mengemukakan tentang pelaksanaan
pembiayaan musyarakah yang dialokasikan pada ekonomi lemah dan
bagaimana usaha-usaha BMT dalam mengeliminir kerugian yang menimpa
nasabah.'”

Dalam skripsi yang berjudul 7Zinjauan Hukum Islam Pada
Pemeliharaan Sapi Di Desa Purwodadi Kecamatan Tepus Kabupaten Gunung
Kidul, M. Rosyidin membahas tentang konsep mudharabah antara pemelihara
dan pemilik. Pokok permasalahan dalam skripsi tersebut adalah keuntungan
bagi hasil yang diperoleh tidak sebanding dengan biaya operasiona! yang
dikeluarkan pemelihara terutama jika terjadi kemarau panjang.'®

>ementara 1tu. pcmbahas tentang wartcl tctah dilakukan olch Svivia
Wijayanti dalam bentuk laporan, yang berjudul Proses Pengajuan Permohonan
Pendirian Wartel Sampai Dengan Proses Sharing. Dalam pembahasannya, ia
lebih menekankan-pada prosedur pendirian ditinjau-dari-bidang manajemennya

dan tentang ketentuan/sharing imasil berdasarkan disken progresif.'”” Dengan

demikian, fokuspembahasanidalam skripsi ini\beliith ada yang membahasnya.

") Nuril Mala, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Musyarakah Di BMT Bina
lkhsanmul  Fikri Gedongkuning Yogyakarta, Skripsi, Fakultas Syari’ah 1AIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta, 2002.

' M. Rosyidin, Tinjauan Hukum Islam Pada Pemeliharaan Sapi Di Desa Purwodadi
Kecamatan Tepus Kabupaten Gunung Kidul, Skripsi, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta, 2002.

D Sylvia Wijayanti, Proses Pengajuan Permohonan Pendirian Wartel Sampai Dengan
Proses Sharing, Laporan Praktek Kerja, LPK Desanta Yogyarta, 2002.
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E. Kerangka Teornik

Nash-nash Al-Qur'an dan Sunnah sungguh pun secara tekstual tidak
dapat diubah, namun interpretasi dan penerapan nash-nash tersebut
memerlukan pilihan yang menggunakan akal.>> Dalam hal inilah peran ijtihad
sangat penting, tidak hanya merupakan suatu kebutuhan, bahkan suatu
keharusan bagi kehidupan Islam sebagai media untuk memecahkan semua
problem kontemporer, terutama dalam bidang muamalah,’"’

Menurut Jalaluddin Rahmat, sebagaimana dikutip oleh Abuddin Nata,
[slam ternyata agama yang menekankan aspek kehidupan sosial (muamalah)
lebih besar daripada aspek ritual (ibadah dalam arti khusus).””’ Muamalah

menempati ruang lingkup yang luas sekali sedangkan ibadah ruangnya cukup

[ [ i
PLOADIEE 1ALV AR AN

P R [ U ] R I 18 e e wag e — L
OV DAalas VAR Bin A QRinar gdi Gasi v adly tedigaciriiva,
vang mengatur tentang tbadah daripada nash yang mengatur tentang
muamalah. Hukum ibadah aturannya lebih jelas, sedangkan hukum muamalah

sedikit yang dapat dijangkau oleh nash yang jelas.” Dalam muamalah,

mannncin Ailne (Tralalinans Lavmtnls Lananatonrl-an lratantiina srane +idals 4haednmndt
LLGLIUUIKE MUV L DV UMUROWLL WG GOV IIW GO IAL L MWL UL ) Wil LI LV U WL

dalam mash.asalkan tidak bertentangan’ dengan ‘aturan yang.-pokok. Dalam hal

ini sebagian besar ahli figh menetapkan kaidah;

29 Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, cet. 3 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
1999), him. 251.

2D yysuf Qardhawi, /jtihad Kontemporer Kode Ltk dan Berbagai Penyimpangan, alih
bahasa Abu Barzani, (Surabava: Risalah Gusti, 1995), him. 15.

22 Abuddin Nata, Metodologi., him. 89

) Amir Syarifuddin, Meretas Kebekuan lIjtihad Isu-Isu Penting Hukum Islam
Kontemporer di Indonesia, cet 1 (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), him. 133-124
P p
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Keharusan menyesuaikan hasil pemahaman ayat al-Qur'an yang
berkenaan dengan hukum muamalah dengan perkembangan jaman perlu
dilakukan karena dengan cara inilah makna kehadiran al-Quran secara
fungsional dapat dirasakan oleh masyarakat. Beberapa ayat al-Quran yang

merupakan kerangka dasar dalam melakukan kegiatan muamalah antara lain:

oF 8514 0555 O V) UL (Ko oS ol 1055 Y 1l 0 el
B4 Sn S 5
0 325 pomnn Jorf Y] oty @25 13) el 0 L,

@73 yanlly ) o ol 1 gaal ) Lgally
Aqad (perjanjian) dalam ayat terakhir di atas mencakup janji prasetia hamba

kepada Allah dam perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan
sesamanya.>*

Ahmad Azhar Basyir merumuskan prinsip-prinsip hukum muamalah
sebagai berikut:
1. Pada dasarnya. segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang

ditentukan lain oleh al-Quran dan Sunnah Rasul.

24 Asmuni Abdurrahman, Qa'idah-Qa'idah Figih (Qawa'idul Fighiyah), (Jakarta: Bulan
Bintang, 1976), him. 41.

%) An-Nisa’ (4): 29.
) Al-Baqarah (2): 282
I Al-Maidah (5): 1

% Mochtar Naim, Kompedium Ayat-Ayat Al-Qur’an, (Jakarta: CV Hasanah, 2001),
hlm.179.
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2. Muamalah dilakukan atas dasar suka-rela, tanpa mengandung unsur-unsur
paksaan.

3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan
menghindarkan mudharat dalam hidup masyarakat.

4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari
penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.zg’

Sedangkan menurut Juhaya S. Praja, asas-asas hukum muamalah ada

enam, dengan memberi tambahan asas al-bir wa al-tagwa dan asas musyarakah.

Asas al-bir wa al-takwa berarti kebajikan dan ketakwaan dalam berbagai

bentuknya. Sedangkan asas musyarakah berarti bahwa setiap bentuk muamalah

merupakan musyarakah, yaitu kerjasama antar pihak yang saling

menguniungkan bukan saja bag: pihak yang iertlibai melainkan juga bag

seluruh masyarakat manusia.’”’

Landasan hukum syirkah dalam al-Qur'an antara lain firman Allah:

Dplasy Vil cpdll V) jam e agian rd claldl 0 ) ST O
(SIV‘A\"‘JJSJ C)U-L\a.’\

Sedangkan legalitas syirkah dalam sunnah antara lain terdapat dalam hadis:

) Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalah, edisi revisi (Yogyakarta. UlI
Press, 2000), him. 15-16.

) Juhaya S. Praja, Filsafat Hukum Islam, (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas
LPPM- Universitas Islam, 1995), him. 114-115.

 Shad (38): 24.
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Plagi o0 o

Syirkah dalam hukum perdata termasuk dalam kategori hukum
perjanjian  yaitu perserikatan (persekutuan). Menurut Subekti, persekutuan
dalam bahasa Belanda disebut maarschap, makna yang sama terkandung dalam
bahasa Inggris partnership, yang merupakan bentuk kerjasama yang paling

) Adapun yang

sederhana untuk bersama-sama mencan keuntungan.3 3
dimaksud dengan perikatan dalam Buku III BW, ialah suatu hubungan hukum
(mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang yang memberikan hak pada
yang satu untuk menuntut barang sesuatu dani yang lainnya, sedangkan orang
yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu.**)

Sehagai sebuah akad, syirkah dapat dipandang sah jika ielah teradi ijab
dan kabul, yang merupakan rukunnya. Ijab dan kabul ini dinamakan sighatul
aqdi atau perikatan yang menunjukkan kepada kehendak kedua pihak.**
Dalam ijab kabul ini, ulama figh mensyaratkan:

1) Tujuan pernyataan itu jelas.

2) Antara ijab dan kabul terdapat kesesuaian.

) Abu Dawud, Swnan Abi Dawud, “Kitab al-Buyu’ Bab Fi asy-syirkah”, ed. Sidgi
Muhammad Jamil, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), III:256. Hadis Riwayat Abu Hurairah dari Abi
Hayyan at-Taimid dari Muhammad Ibn az-Zabarqani dari Muhammad Ibn Sulaiman al-Musisi.

%) Subekti, Aneka Perjanjian, edisi 4 (Bandung: Alumni, 1981), him. 88.

39 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, cet. 19 (Jakarta: PT Intermasa, 1984), him.122-
123.

3 Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Figh Mu'amalah, cet. 1
(Semarang: PT Pustaka Rizqi Putra, 1997), hlm. 29. Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas...., him. 66:



14

3) PErnyataan ijab dan kabul itu mengacu pada suatu kehendak masing-masing
pihak secara pasti.”®’

Sedangkan menurut hukum positif, syarat-syarat sahnya perjanjian
terdiri dari syarat subyektif dan syarat obyektif. Syarat subyektif yaitu: sepakat
untuk mengikatkan diri dan kecakapan bertindak, sedangkan syarat obyektif
yaitu: suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal *”

Mengenai besarnya bagian masing-masing pihak, memang tidak ada
ketentuan secara pasti dalam hukum Islam. Namun hal tersebut diserahkan
kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan syarat tidak ada pihak-pihak
yang merasa dirugikan. Dasar utama dari kerjasama adalah keadilan dan kedua
belah pihak.

Keadtian datam istam adaiath akar piisip yang mencas v
kehidupan. Keadilan diterapkan pada semua ajaran Islam dan peraturan-
peraturannya, baik akidah, syariat, atau etika.’® Menurut Prof Abbas Al-
Akkad, sebagaimana dikutip oleh Yusuf Qardhawi, persamaan yang baik
adalah keadiltan yang didalainiiiya tidak icidapat GiiSui Kozaliman, poisamaan
kewajiban di dalam perbedaan kemampuan manusia adalah tindakan zalim.””’

Keadilan berarti memberikan kepada seseorang sesuatu yang menjadi haknya

39 Ensiklopedi Hukum Islam, diedit oleh Abdul Azis Dahlan, cet. 1 (Jakarta: PT Ichtiar
Baru Van Hoeve, 1996), I: 64.

3" KUH Perdata pasal 1320.
38) Yusuf Qardhawi, Norma., him. 222.

39 Ibid, him 228
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secara seimbang (proporsional) antara jasa yang diberikan dan imbalan yang
diterimanya.*”’
Penguasa (pemerintah) dalam menerapkan setiap kebijaksanaan
hendaklah berlaku adil. Allah SWT berfirman:
BJaally 13oSE OF Wl G @S 13
Kebijaksanaan negara (pemerintah) pada hakikatnya adalah keputusan untuk
memilih nilai-nilai dan sekian banyak nilai yang ada yang sesuai dengan
kepentingan masyarakat. Tugas administrator publik bukan membuat
kebijaksanaan negara “atas nama” kepentingan publik akan tetapi benar-benar
bertujuan untuk mengatasi masalah dan memenuhi keinginan dan tuntutan

42)

seluruh anggota masyarakat.”’ Hal ini sesuai dengan kaidah:

Bamioll b ow as ) e PN O as

Menurut Muhammad Maslehuddin, sistem hukum yang tidak mempunyai akar

substansial pada keadilan tidak bisa bertahan lama dan akhimya akan
terpental.*’

Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 1998 tentang persero;; BUMN persero

diperlakukan sama dengan perseroan terbatas lain pada umumnya dan tunduk

“) Ahmad Azhar Basyir, Refleksi Atas Persoalan Keislaman, cet. 2 (Bandung: Mizan,
1994) him. 191.

D An-Nisa (4): 58.

) Irfan Islami, Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara, cet. 6 (Jakarta: Bumi
Aksara, 1992), him. 21.

) Muchlis Usman, Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fighiyah, cet. 3 ( Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 1999), hllm. 150.

“) Dikutip oleh Faturrahman Djamil dalam Filsafat Hukum Islam, cet. 1 (Jakarta: Logos
Wacana Imu, 1997), him. 75.
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pada UU Nomor 1 Tahun 1995. Karena itu maka misi persero menjadi
berkurang dibandingkan dengan misi yang ditetapkan berdasarkan PP Nomor 3
Tahun 1983 yakni tidak lagi melaksanakan misi sosial atau sebagai agen
pembangunan. Adapun misi baru yang harus diemban oleh persero antara lain
meliputi:
¢ Menyediakan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat.
¢ Pemupukan keuntungan.
¢ Dapat melaksanakan tugas khusus untuk menyelenggarakan fungsi
kemanfaatan umum *
F. Metodologi Penelitian
i Jemis Penelivap
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yaitu penyusun berusaha
mengumpulkan data secara langsung dari PT Telkom untuk mengetahui
lebih jelas tentang pelaksanaan sistem bagi hasil dalam kerjasama
penyelenggaraan wartel.
2. Tipe Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu penelitian yang dimaksudkan
untuk mendeskripsikan sesuatu secara transparan, untuk kemudian

dilakukan analisa. Dalam penelitian ini, akan dipaparkan mengenai sistem

4%) Indra Bastian, Privatisasi di Indonesia Teori dan Implementasinya, (Jakarta: Salemba
Empat, 2002), him. 158.
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pembagian pendapatan antara PT Telkom dengaﬂ pengelola wartel untuk

kemudian dianalisa dengan menggunakan prinsip-prinsip hukum Islam

terutama dalam bidang muamalah.
3. Metode Pendekatan

Dalam menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini, penyusun

menggunakan pendekatan normatif dan yuridis sosiologis. Pendekatan

normatif yaitu pendekatan dengan tolak ukur norma agama. Sedangkan
pendekatan yuridis sosiologis artinya pendekatan berdasarkan Undang-

Undang dan peratuan pemerintah yang berlaku sebagai hukum positif di

Indonesia beserta fenomena sosial yang terjadi di masyarakat

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi, yaltu pengamatan dan pcncatatan yang sistcmatis terhadap
data yang diteliti. Dalam hal ini penyusun akan melakukan pengamatan
langsung ke PT Telekomunikasi Indonesia Kantor Distrik Yogyakarta di
J1. Yos Sudarso No. 9 Yogyakarta.

. Interview, yaitu dengan meiakukan wawancara dengan Kepaia Distnk
Telkom Yogyakarta dan pejabat-pejabat terkait lainnya.

c. Dokumentasi; yaitu-pengambilan data yang diperoleh dari dokumen PT
Telkom yang ada kaitannya dengan masalah bagi hasil dalam
pengelolaan wartel.

5. Analisa Data
Data-data yang telah diperoleh kemudian akan dianalisa dengan

menggunakan:
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a. metode deduktif, yaitu menganalisa data yang berangkat dari
pengetahuan umum ataupun fakta yang bersifat umum untuk menemukan
kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini dikemukakan secara
definitif mengenai beberapa teori atau ketentuan-ketentuan umum yang
berlaku menurut hukum Islam tentang syirkah kemudian penyusun
berusaha menganalisa dan merumuskan lebih spesifik mengenai sasaran
pembahasan.

b. metode induktif, yaitu cara berfikir yang berangkat dan fakta yang
bersifat khusus peristiwa-peristiwa konkrit kemudian dari fakta dan
peristiwa itu ditarik kesimpulan yang sifatnya umum. Cara berfikir ini
penyusun mulai dari peristiwa konkrit mengenai pelaksanaan bagi hasil

antara PT Telkom dengan pengelola wartel di Kantor Distrnik Yoovakarta
untuk kemudian ditinjau dalam hukum Islam agar didapatkan kesimpulan
sehingga kesimpulan tersebut dapat dikategonkan bersifat umum bagi

beberapa praktek di Kantor Distrik yang lain.

G. Sistematika Pembahasan
Dengan menggunakan pendekatan dan metode seperti diuraikan di atas,
hasil penelitian dalam skripsi ini akan dibagi menjadi lima bab.
Bab pertama berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah,
pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik,

metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.
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Sebelum memasuki pembahasan lebih lanjut tentang pelaksanaan
pembagian pendapatan antara PT Telkom dengan pengelola wartel, terlebih
dahulu akan dipaparkan mengenai ketentuan umum syirkah yang akan dibahas
dalam bab kedua meliputi pengertian dan dasar hukum, macam-macam
syirkah, syarat-syarat maupun rukunnya, serta sistem bagi hasil dalam syirkah.

Kemudian untuk mengetahui tentang sistem bagi hasil antara PT
Telkom dengan Pengelola Wartel akan dibahas dalam bab ketiga yang terdiri
dari dua sub bab, pertama menggambarkan PT Telekomunikasi Indonesia
dalam lingkup sejarah, struktur organisasi, misi dan tujuan, serta kegiatan
usahanya. Sedangkan sub bab kedua menggambarkan tentang pembagian
pendapatan antara PT Telkom dengan pengelola wartel.

Analisz S ur SIS 2 das i stcufEaas
dalam bab keempat yang meliputi anahisa terhadap perjanjian dan pembagian
pendapatan serta pertanggungjawaban kerugian.

Pembahasan skripsi ini diakhiri dengan bab kelima yang berisi

Yecimpnlan danicaran-saran,



BABYV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tentang bagi hasil dalam kerjasama

penyelenggaraan wartel antara PT Telkom déngan penggelola wartel menurut

tinjauan Hukum Islam maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1.

~

Kerjasama penyelenggaraan wartel antara PT Telkom dengan pengelola
wartel dapat dianalogikan kepada syirkah ‘inan, dimana perjanjian yang
dibuat mengacu pada hukum perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Buku III tentang perikatan
(verbintenis).

Dalam pandangan Hukum [slam, bagi hasil antara PT Telkom dengan
pengelola wartel telah sesuai dengan konsep keadilan dalam Hukum
Islam, dimana para pihak memperoleh hak-haknya sesuai dengan
kewajibannya masing-masing. Sebagai badan pemerintah, PT Telkom
mempunyai kewajiban untuk turut serta menunjang reformas: ekonomi,
yaitu dengan memperbaiki keuangan negara melalui peningkatan
pendapatan. Disamping itu kebijaksanaan tersebut bertujuan untuk
meningkatkan profesionalisme para pengelola dalam memasuki era
kompetisi dan globalisasi serta mempererat persatuan diantara masyarakat

dengan adanya merger untuk KBU-KBU yang berdekatan.
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3. Dalam hal pertanggungjawaban terhadap resiko yang mungkin terjadi,
dapat dikatakan telah sesuai dengan hukum Islam. Hal ini tercermin dari
pelaksanaannya di Kantor Distrik Yogyakarta, dimana jika terjadi
kerusakan dan atau kerugian terhadap barang-barang kepentingan Telkom
akibat kelalaian pihak pengelola maka semua kerugian menjadi tanggung
jawab pihak pengelola. Dan jika kerusakan atau kerugian tersebut dapat
dibuktikan bukan sebagai akibat dari kelalaian pihak pengelola maka
pengelola dibebaskan dari tanggungjawab tersebut. Apabila terjadi
keadaan kahar, semua kerugian yang diderita salah satu pihak tidak

menjadi tanggungjawab pihak lain.

B. Saran
T Teikom ﬂthug‘d! ;vcnyc‘dm Jaragan ICIEROIMIUITIRAST QAT egeT
hendaklah terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat baik kepada

pelanggan maupun para pihak yang berminat’ dalam kerja sama

penyelenggaraan wartel, terutama dalam penyediaan jaringan baru dan

Frmlit fForilit
fasilitas-fadilifok NdnpladraNio¥a MenilutN BevlbrifbarioBnlolobal Hal ini

perlu~dilakukan agar para pelanggan tidak. berpaling ‘pada/produk jasa
telekomunikasi_yang lain, mengingat semakin banyaknya-produk-produk
baru dalam jasa pertelekomunikasian.

2. Agar lebih menjamin terwujudnya nilai-nilai keadilan dalam kerjasama
penyelenggaraan wartel, sebaiknya dalam surat perjanjian dicantumkan

juga tentang pertanggungjawaban PT Telkom apabila terjadi kerusakan
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jaringan untuk beberapa waktu yang mengakibatkan kerugian bagi pihak
pengelola.Hal ini juga dapat dijadikan motivasi bagi PT Telkom dalam
meningkatkan mutu dan konsistensi pelayanan terhadap pengeloia.

. Mengenai pelaksanaan kerjasama penyelenggaraan wartel, PT Telkom
diharapkan lebih meningkatkan pembinaan penyelenggaraan wartel agar
pengelola dapat mengelola wartel secara profesional, sehingga mampu

memperoleh pendapatan yang optimal.
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Lampiran I

TERJEMAHAN KUTIPAN AYAT-AYAT AL-QUR’AN,

HADIS DAN KUTIPAN BERBAHASA ARAB

NO | HLM

FN

TERJEMAHAN

BAB1

Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum,
sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada din

merecka sendiri

Dan tolong menolonglah kamu (dalam mengerjakan)
kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam
berbuat dosa dan pelanggaran.

Hukum terkuat segala sesuatu itu adalab boleh sampai "

adanya dalil yang menunjukkan keharamannya.

25

Haiorang-orang vang beriman; janganlah kamu saling
memakan hartasesamamu dengan jaian vang baui, kecuail
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama

suka di antara kamu.

26

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu
bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang

ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. |

U5

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.

31

Sesungguhnya  kebanyakan dari orang-orang yang
berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada
sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman

dan beramal saleh dan amat sedikitlah mereka ini.

Allah SWT berfirman: Aku adalah ketiga dari dua orang
yang bersekutu, selama salah seorang dari keduanya tidak

berkhianat. Apabila salah seorang mengkhianatinya,'




[\
[,

sedang selain ibadah disenang.

maka aku akan keluar dar persekutuan tersebut.
9 15 41 | Apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya
menetapkan dengan adil.
10 15 43 | Tindakan imam (pemerintah) terhadap rakvat harus
dihubungkan dengan kemaslahatan.
BAB I
1 20 3 | Mereka bersekutu dalam yang sepertiga.
2 21 4 | Sama dengan Bab I halaman 12 Footnote 31.
3 21 | 6 |Sama dengan Bab I halaman 13 Footnote 32.
L ¥4 ~ BABIV
1 65 14 | Sama dengan Bab I halaman 11 Footnote 27.
2 65 15 | Orang-orang mukmin harus memenuhi syarat-syarat yang
mereka tetapkan kecuali syarat yang mengharamkan apa
| yang dihalalkan Allah dan syarat-syarat yang
i '» | menghalalkan apa yang diharamkan Allah.
3 65 | 16 “1_Sa7na3n_gan Bab I halaman 11 Footnote 25.
4 65 17 | Tubean itugama dengan ueapan
5 66 18 | Sama dengan Bab I'halaman 11 Footnote 26 '
6 69 25 | Sama dengan Bab I halaman 15 Footnote 43. i
7 69 Mengutamakan orang lain dalam ybadah dimakruhkan

II



Fampiran 1l

BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

Ahmad Azhar Basyir

Beliau dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 21 November 1928, alumnus
Perguruan Tinggi Agama [slam Negeri (sekarang 1AIN Sunan Kalijaga)
Yogyakarta tahun 1956, Beliau memperdalam bahasa Arab di universitas Bagdad
pada tahun 1957, Beliau memperoleh gelar Magister pada Universitas Cairo dalam
bidang Dirasah Islamiyah tahun 1965 dan mengikuti pendidikan Purna Sarjana
Iilsafat di UGM dalam bidang Filsafat Islam dengan rangkapan Islamologi, iukum
Islam dan Pendidikan Agama Islam. Sepulang dari Cairo tahun 1968, beliau
kembali aktif dalam Muhammadiyah dan diserahi jabatan Wakil Ketua Majlis
Tarpih-PP-Muhammadiyah-sampai- tahun-1985. . Kemudian-pada-tahun-1985-1990,
beliau menjabat Ketua Majlis Tarjih. Selanjutnya pada tahun 1990, pada Muktamar
Muhammadiyah ke-42, beliau dipercaya menjadi Ketua Pimpinan Pusat
Muhammadiyah untuk masa bakti 1990-1995. Beliau meninggal dunia sebelum
habis masa jabatannya, pada tahun 1994. Karya beliau antara lain: Citra Manusia
Muslim (1982), Asas-Asas Hukum Muamalah (1982), Refleksi Atas Persoalan
Keislaman (1993) Sl 9.,

As-Sayyid Sabigq

Beliau adalah scorang ulama terkenal di Universitas Al Azhar, Cairo pada tahun
1356 H. Beliau juga teman sejawat Hasan al-Banna, Pemimpin Gerakan Ikhwanul
Muslimin. Beliau banyak menulis berbagai kitab keagamaan dan politik. Beliau
Juga termasuk penganjur.ijtihad dan menganjurkan kembali pada, al- Qu1 an dan as-
Qnrwv\h Dnr“n fnl—\ un lOC(\ on L\r\'vﬂ\ #nlnh m““nrl nmrnfarne Anlaiaa

Thoan ..
1viLjeanas Pryvivovs suiua J\..Auoull saa

Hukum Islam pada WUniversitas,Fuad [./Adapun karya beliau yang/terkenal adalah
Figh as-Sunnah..Di sampingitu beliaujuga menyusun kitab Agidatul Islamiyah.

Asmuni Abdurrahman

Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 10 Desember 1931. Jabatan yang pernah
dipegang nya adalah Wakil Dekan 1 Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta pada tahun 1960-1972, dan menjabat sebagai Dekan Fakultas Syariah
tahun 1981-1985. Beliau pernah menjabat sebagai Wakil Rektor 11 TAIN Sunan
Kalijaga masa jabatan 1975-1981. Karya-karyanya antara lain: Qa’idali-Qa’idah
Figh, Metode Penctapan Hukum, Pengantar Kepada [jtihad.

Il



Hasbi Ash-Shiddieqy

Nama lengkapnya Teungku Muhammad Hasby Ash-Shiddieqy, dilahirkan di-
L-hoksumawe, Aceh Utara pada tanggal 10 Maret 1904. Beliau adalah putra sorang
ulama terkemuka dan mempunyai hubungan darah dengan Abu Ja’far Ash-
Shiddieqy. Beliau mendalami agama Islam dari ayahnya dan belajar di pondok
pesantren sclama |5 tahun. Pada tahun 1927 beliau belajar di sekolah al-Irsyad
Surabaya. Semenjak tahun 1950 hingga 1960 beliau menjadi dosen di PTAIN
Yogyakarta. Beliau dikukuhkan menjadi Guru Besar dalam llmu Syariah pada
tahun 1972 Kemudian pada bulan Juli 1975 beliau dianugerahi gelar Doctor
Honoris Causa dalam bidang [mu Syariah,

Beliau termasuk ulama besar Indonesia vang telah banyak menulis buku antara lain:
Tafsir An Nur, 2002 Mutiara Hadis, hukum Antar Golongan Dalam islam,
Peradilan dan Hukum Acara Islam, Pengantar Hukum Islam, Pengantar Hukum
Muamalah, Filsafat Hukum Islam, dll.

Ibnu Rusyd

Beliau dilahirkan di Cordova (Spanyol) pada tahun 520 H atau 1126 M. yakm 15
lahun setelah wafatnya Imam Al Ghozali. Karyanya yang tersebar di pesantren-
pesantren dan yang menjadi bahan kepustakaan di perguruan tinggi Islam adalah

kitab figh vano herindnl Ridavah o Mujtahide@Selamn sebag:: lama figh helinn

. e [P N : ‘ .
jra mnguasal DGR i CTAHL habhtia, dait 0Croaydl USIpPHD rhmu 1ainnyva

Muhammad Nejatullah Siddigqi

Beliau lahir pada tahun 1931 di Gorakhpur, ‘India. Beliau telah menempuh
pendidikan di Universitas  [slam Aligarh dan Darsgan Janat-c-lslami Ranpur.
Scbelum bergabang, pada dniviersitas King[Abdul #zis/Jéddah ‘sebagai puru hasar
daiam vidang ekonomi di Pusat KajianInternasional tentang ekonomi Islam. beliau
pernah memabat guraibesar dan'Pimpinan Jurusan Studi'tslam dan beberapa tahun
sebagai rcaderdalam bidang ‘ckonomi pada universitas Alilgarh. Karya-karyanya
antara fain: Pantnershipyand Proofit Sharinglin Islamic Law, [Ecoromic Enterprise in
Islam, Some Aspects-of Thé Islamié Economy, Muslim Economic Thinking dll.
Beliau memperoleh penghargaan internasional dari Raja Faisal atas sumbangan-
sumbangannya untuk stuudi-studi Islam pada tahun 1982.

v



Lampiran III

9.

10.

.

1

PEDOMAN WAWANCARA

. Bagaimana sejarah dan perkembangan PT Telkom?

Bagaimana struktur organisasi dan aktivitas di PT Telkom Kantor Distrik

Yogyakarta? °

. Bagaimana status badan hukum PT Telkom?

Bagaimana prosedur pendirian wartel?

. Apa saja hak dan kewajiban para pihak?
. Siapa saja yang dapat menjadi mitra dalam kerjasama penyelenggaraan wartel?

. Bagaimana mckanisme pemasangan jaringan?

Bagaimana sistem bagi hasil/pembagian pendapatan warte!?

Bagaimana tanggung jawab dalam pemeliharaan jaringan?
Bagaimana tanggung jawab jika terjadi kerusakan jaringan?
Apa‘saja produk pemasaran di PT Telkom Distrik Yogyakarta?

Berapa jumlah wartel yang/terdattardi PT Telkom Kantor Distrik Yogyakarta?

. Berapajumlahipemohon ratasrata setiap bulannya?

. Apa saja alasan penolakan permehonan, pendirianiwartel?



STRUKTUR ORGANISASI

KANTOR DISTRIK TELEKOMUNIKASI YOGYAKARTA

S.M. KANDISTIL YK
—_— [
|
SPV DISIRIK ADM SUPPORT MANAGER AWG YK | | | MAN AWG MAGELANG
SPV DISIRTIK TRAINING ] | MAN.AWG BANTUL MAN. AWG GOMIONG
SPILDIS BUSINESS PLANNER | | MAN AWG GODIAN MAN. AWG KEBUMEN
ST PROGRAMMITR- 1 J; " MANAWGKALASAN | | | MANAWG KUTOARIO
SPI PROGAMMIR-2 J MANAWG KALIURANG | | | MAN.AWG MUNTILAN
SPE PROGAMMIER -3 ! MAN AWG SEEMAN | MAN.AWG PARAKAN
|
l__ MAN / WALTEN _‘i_ FREE NSRS
MAN AWG WONOSART | ﬁ MAN AWG EMANGGHNG

IM QUALITY ASSURANCIS
:
MANAGER 15-OPMC 1 MAN. DUK SDM YK
|
I SO by Lol ke .’.{.u. i 4 B L A PR g A A ) A I[
SPV PELAYANAN 108 i SPVISUPPORTING
. i = - —
SPV RITHEL AREA YK & SPV WAREFOUSE
SPE PELAYANAN KELILING MAN. BILEING & CREDIFT
SPV DUK ADM.WARTLEL [ MAN.KSOOPACCOUNT
SPVALELUM AREA YK ! TEAM LEADER PEL.OPGRAP
SPV PUSPAZIG2 . SPESIALIS IVIRS

VI



ONVINNNTd SINSIF ISIAIQ

VIVLN SINSIE ISTAIQ
youany T
|
LLYTdO¥d ISIAIQ WITALY ISIAT]
ISYIIOINI INemavaNng _ ! ghwwmwlymumm T
WALSIS ISIAIQ e el TYNOIDTY ISIAIQ
® LIMA ISIAIQ |
NVHLLYT44 ISIAIQ ; MIOMIAN ISIAIG J—
NVDNVENIDNId
 MOINOTTH
VISANVIN IDOTONMAL ' NVIVSYIEd
VAVA ¥IENAS ¥ NVYNVONT¥Ad | NVONVNTI % ISYYEdo
ANILNTHIQ YAITIq AINFWQ AALNIq
|
VIV I —_— —

VISENOANI ISVIINNWNONATAL ‘14
NIWAIVNVIN 3NIMNALS



1

7

BIDANG
- BUSINESS DEV.

INTERNAL
AUDIT

STRE K TUR ORGANISASI

UNIT RSO

DIVISTREGIONALITY

-
:

 BIDANG |

HR. &T.

STATE ISLA

SUNA

YOG Y}

IC UNIVERSITY

KALIJAGA
KARTA

BUDANG
OPERATION




[21RpUERY] X2 poddng
UONeNSUNUPY [PLBM, |~

PRPUEY X3 SOMV
Jes ppPY

101 1waloid
1nr

. epeyes30 5 suoydied
JoFeuRp JUNOIDY
m.ﬁ. a—wz nsa\r.v _ o
‘d) Spyi pEpwRY Xg — Buerewag suoydied
Jo1RUpIoo ) suoudieq [ JFeuRp JUNOIIY
voddng B30 L
owemommely L | INL/MPrem
» vouesd( _ JaSeuey UNOWY
- \ Suereuag
voddng wpy | | LNLPYem
yoddng w8y |— F UONO[[0) UI0) A IGeuRiA WNOHDY
urea], SoEs pre) md Yd'SA 0|S WS Jsiq “_omuﬁz E=03<
auoydied sopeaj ures] 03euey ppi suoydieg J5pE3T WesT

|

¥

SOIAIRG or.o,_ﬁmun_

18Uy

10O wafoid
yews ML

19npoiy suoydieg
JoSeuep]

- —

[

Buye) oKqnd
laBeuely

DNITIVO Jr14nd
ISVSINVOYIO ¥NLAMNALS




Pengujuun . Terima
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Kepada Yth

Bpk. KADISTEL Yogyakarta
JI. Yos Sudarso No. Y
Yogyakarta

Perihal : Permohonan Pasang Baru Wartel Type * (A/B)

Dengan Hormal,
Bersama ini, Saya sclaku pemohon;

Nama
Alamat

Kecamatan
Kelurahan
RT /RW
Kode Post

@°
o
3
-l
2
3
[
b
£
(4]
o
[+2
0w
2
]
o
ap
-]
-
2

Alamat

Kecamatan
Kelurahan
RT / RW
Kode Post

Bahwa di Alamat tersebut di atas belum ada berdiri Wartel yang beroperasi dan Saya
* (Belum/Sudah) memiliki Wartel *sebanyak ....coeeeoons Lokasi.
Untuk Permohonan ini kami melampirkan

Surat pernyataan Sanggup mengikuti segala aturan PT. Telkom

1
S
& o e .
5
6
R, VA o W ol

Demikian pcrmohonan ini saya buat dengan harapan dapat dipcnuhi.

Yogyakarta, st somis iz
Pemohon

*) Dicoret hili tidak perlu



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

Alamat

KTP No.

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya:

l.

7.

Sanggup untuk mengadakan perangkat terminal WARTEL / TUT yang sesuai dengan
spesifikasi TELKOM.

Sanggup mengurus segala sesuatu yang diwajibkan oleh PEMDA setempat yang
berkaitan dengan penyelenggaraan WARTEL / TUT dengan biaya sendiri.

Sanggup mendirikan WARTEL / TUT pada lokasi sesuai dengan alamat yang tercantum
pada pemohon.

Tidak keberatan apabila suatu saat, berdiri WARTEL / TUT di dekat lokasi kami.

Sanggup memenuhi perubahan peraturan/kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah/
PTTELKOM, dengan biaya sendiri.

Bahwa pada proscs pernohonan ini ' tidak ada keterkaitan dengan keluarga karyawan
(istri, suami, anak) PT TELKOM.

Sanggup melengkapi NPWP selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah ijin keluar.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, dan apabila terjadi penyimpangan pada point-point
tersebut di atas, maka berscdia dinyatakan batal.

Dibuat di
Tanggal

Yang Membuat Pernyataan,

materai Rp. 6000,-




Kepada Yth,

Bpk. KADISTEL Yogyakarta
J1. Yos Sudarso No. 9
Yogyakarta

Perihal : Permohonan Penambahan KBU dengan jaringan.baru N
Wartel Type *( A / B) "

Dengan hormat,
Bersama ini, Saya selaku pemohon;

Nama :
Alamat :

Kecamatan
Kelurahan
RT /RW
Kode Post

Bermaksud  untuk Menambah KBU Wartel Saya dengan Jaringan Baru sebanyak
S8t di:
Alamat

Kecamatan

Kelurahan

RT/RW

Kode Post

Nemer 16 Khz yang beroperasl sekarang :

Bahwa pend.lpamn Wartel kami perbulannya di alamat tersebut di atas rata-rata per KBU

sebanyak Rp. ..
Untuk Per mohon.m ini kaml mclampnrkan
Rekening pendapatan 3 (tiga) bulan terakhir

SV bEWLND -~

Demikian permohonan ini saya buat dengan harapan dapat dipenuhi.

Yogyakarta, ............... = ereerrereessanass e T T
Pemohon

*) Di coret bila tidak periu



Kepada Yth,

Bpk. KADISTEL Yogyukarta
J1. Yos Sudurso No. 9
Yogyakarta

Perihal - Permohonan Penambahan KBU Alih Fungsi Wartel Type * (A / B)

Dengan hormat,
Bersama ini, Saya selaku pemohon;

Nama
Alamat

Kecamatan
Kelurahan
RT/RW
Kode Post

Bermaksud untuk Menambah KBU wartel Saya dengan Alih Fungsi sebanyak .......... v SSE
GENGAN NOMOT ..o oviiniesraeies st st di:
Alamat

Kecamatan

Kelurahan

RT /RW

Kode Post :

Nomor 16 Khz yang beroperasi sekarang :

Bahwa pendapatan Wartel kami perbulannya di alamat tersebut di atas rata-rata per KBU
$ebanyak RP. covoveiiiirinno onsssssgssssssssasss
Untuk Permohonan ini kami melampirkan
Surat Pernyataan tidak keberatan Alih Fungsi Nomor telepon ...........
Rekening pendapatan 3 (tiga)-bulan/terakhir

segdnasann

...........................................................

SNk LN -

Demikian permohonan ini saya buat dengan harapan dapat dipenuhi.

Yogyakarta, ............... ey sy
Pemohon

---------------------------------------------

*) DI coret bila tiduk perlu



Yogyakarta, 2002.

Kepada Yth,
Bapak KADISTEL usiisswassmsojossunsissananaes v

...............................................

Perihal : Permohonan Pindah Alamat Wartel.
Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama

Jabatan/ Pekerjaan
Alamat

Alamat Wartel
Nama Wartel

ID Warltel

ke JI .. TS, N .

Sehubungan dengan halstersebut di.atas, sebagai bahan pertimbangan bapak nantinya bersama i
saya lampirkan

Photo copy KTP pemilik wartel/ Direktur *).

Photo copy rekening wartel bulan teraihir.

Photo copy Surat ljin Pendirian wartel/ PKS

Photo copy NPWP

Photo copy Bukti sewa/ kontrak tempat

Photo copy Akte Pendirian Badan Usaha / Koperasi, %),

Pernyataan bahwa'dalam mutasi-tersebut tidak terjadi Jual*Beli'Wartel yang diketahui Notari:
dan bila terbukti ada unsur jual beli tidak Keberatan dicabut'secara sepihak oleh PT. TELKOM
8. Denah lokasi-warte! lama dan‘calon‘lokasi‘baru’

RSP FEFPRE

Demikian permohoan kami dengan harapan bapak dapat mengabulkannya, atas perhatian bapa
saya sampaikan terima kasih.

Hormat kami,

*) coret yang tidak perlu.




SURAT - PERNYATAAN

Sehubungan dengan

I.*)  Telah berakhirnya masa kontrak/ sewa tempat untuk usaha wartel saya dan tidak diperkenankannya
tagi oleh pemilik untuk diperpanjang sewanya

2.*)  Untuk lebih meningkatkan pendapatan mengingat di lokasi saat ini sudah tidak layak lagi untuk

dipertahankan;

maka yang bertanda tangan di bawah ini

Nama Warlcl : i N

Status MEMITTLTK

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa dalam proses pemindahan alamat wartel Saya / kami
tidak terjadi unsur JUAL BLELI WARTEL, hal ini Saya lakukan semata-mata untuk mempcrtahankan

kelangsungan Usaha dan Kemitraan yang telah berjalan selama ini.

Dan apabila dikemudian hari terbukti telah terjadi JUAL BELI terhadap wartel tersebut, maka saya/ kami
sanggup untuk menerima sanksi pemutusan hubungan kerja sama ini secara sepihak oleh TELKOM tanpa
wntutan apapun

Demikian surat pernyataan ini saya buat dan akan saya laksanakan scbagaimana mestinya

Dibuat di

Tanggal

Yang membuat Pernyataan,

Meterai Rp.6.000

*). Lingkari yang menjadi pilihan.



/

Op ‘ TELOM

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA
PT. TELEKOMUNIKASI'INDONESIA Tbk

DENGAN

............................................

TENTANG

PENYELENGGARAAN WARUNG TELEKOMUNIKASI

PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk
DIVISI REGIONAL IV
JATENG & DIY




PERJANJIAN KERJASAMA
~ws - ANTARA - .
PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk i
DENGAN

............................. Svinaaebrasneseiirtireceararciraresrinenraeans

TENTANG
PENYELENGGARAAN WARUNG TELEKOMUNIKASI

NOMOR : ............. [-isvisasissesaniatiiing / / 200
[0 11 T ] = S N
Pada hari ini ... tanggal ..o DUlAN e tahun dua ribu
. bertempat di ... antara pihak-pihak & ----cesommmemsiiieas

Perusahaan Perseroan (Persero) PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk, yang berkedudukan di
Jalan Japati No. 1 Bandung bekerja sama dengan °T. Mitra Global Telekomunikasi Indonesia
(PT. MGTI!) berkedudukan di Jakarta, Graha Surya Internusa, Lantai 10 Suite 1003 Jalan HR. Rasuna
Said Kaveling X-0 Jakarta Selatan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Operasi Nomor PKS. 223/
HK.810/UTA-00/95 tanggal 20 Oktober 1995 yang dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah
oleh . - — . Jabatan ........cinenn berdasarkan , selanjutnya
dalam Per]anllan ini dlsebut TELKOM ----- B

Badan Usaha / Perorangan ................. R T AR NPWP s yang
didirikan dengan Akte Notaris ..... S D, | 5, S Nomor ...
berkedudukan di .............cccoooiiiii s , dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah

alenea ixhntar

el [ T T MR O O T

selanjuiniya daiarn peranjan i uisevut PENVELENGGARA I meeeeeseessmeses

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang mendasari dibuatnya perjanjan int sebagal
(P1121 (] RN  ——— W W Y PO

a. Bahwa TELKOM adalah PENYELENGGARA Jasa Telekomunikasi =----«-=«--eceommmmmmmmmmiamiaaaa.

b. Bahwa makin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan Jasa Telekomunikasi, Pelayanan
PENYELENGGARAan-Jasa Warung Telekomunikasi (WARTEL) perlu dlkembangkan berdasarkan

ltﬂl’lﬂf‘-‘lrﬂ"l r\*ﬂnﬁn rnc,nq ‘hhq‘qﬂuﬂr\ » 1"
= -4

c. Bahwa Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.54 tanggal 2 September 1998 tentang
PENYELENGGARAan-Warung ‘Telekomunikasi; s LCL ST EETIEL UL EEERE

d. Bahwa Surat Keputusan Direksi'PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk Nomor : KD 01 / HK
220 / OPSAR - 33 / 2002 tanggal 16 Jantari 2002 tentang Pelimpahan Wewenang Penetapan
Biaya Pulsa PENYELENGGARAan Warung Telekomunikasi (WARTEL). -eseerocemmomemommnaniaann.

e. Bahwa Surat Keputusan General Manager unit KSO DIVRE IV Nomor : 444 / YN.000 / RE4-53 /
2001 tanggal 6 Desember 2001 tentang PERUBAHAN BESARAN DISKON PENYELENGGARA-
AN WARTEL DIVISI REGIONAL [V DARI SEMULA DIPERHITUNGKAN BERDASARKAN PROSEN-
TASE PROGRESIF MENJAD!] FLAT. --mmmes oo s s s

t. Bahwa PENYELENGGARA sesual dengan suratnya POMIO oo eeveeo oo oo

tanggal ... 2 telah mengajukan permohonan pembangunan /
perpanjangan PKS - PENYELENGGARAan Jasa Warung Telekomunikasi.-- smmmmseeaaas

g. Bahwa KADISTEL ......ccccooiciiiiiiiiiiiiinnininn dengan suratnya NOMOT .........cccceeveriiiiiiiiiineinenn
tanggal, ..o telah memberikan persetujuan pengelolaan dan
PENYELENGGARAan Jasa Warung Telekomunlkasx di lokasi sesiimiswsiginssrissmes v ey
UNtUK WARTEL type A / B, «ocememe i e e e s s s s o



dua belah Pihak TELKOM dan PENYELENGGARA sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian
'rjasama Pengelolaan dan Pelayanan Jasa Warung Telekomunikasi dengan ketentuan-kelenluan dan
aral-syarat yang dirumuskan dalam pasal-pasal berikut ini: ------<--ccccccoemmmee oo

Pasal 1
PENGERTIAN

fam Perjanjian Kerjasama ini, yang dimaksud dengan : «----eseeeseeeoceeoeoneceio

Perjanjian Kerjasama disingkal PKS adalah kesepakatan bersama secara tertulis beserla larmpiran-
lampitannya antara TELKOM dengan PENYELENGGARA yang mengalur tata cara PENYELENGGARAunN
Warung Telskomuiikasi serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. ------==smececeeeeececeeiin

Yany lermasuk Badan Usaha adalah PT, KOPERASI, YAYASAN, CV, FIRMA  ~--eecmcemeamieiee

Warung Telekomunikasi (WARTEL) adalah tempat yang disediakan untuk menyelenggarakan
pelayanan jasa lelekomunikasi secara terbatas untuk umum yang ditunggu baik bersifal scientara
AU DOTSIAL B, <o te e et e e e e e maen st oo

WARTEL tipe A adalah WAHTEL yang diselenggarakan oleh Badan Usaha dengan sekurang-kurangnya
lerdiri dari dua sambungan 1elekomuniKasi, ==------«---eeeococeeciiiie

WARTEL tipe B adalah WARTEL yang diselenggarakan oleh perorangan atau koperasi sebanyak-
banyaknya dua sambungan 1elekomunikasi, ---«------=csoeeooeoeciiiee s

KADISTEL adalah Kepala Dislik Telekomunikasi,-<=-«--- -

AWG adalah Area Work Group yang merupakan cabang dari TELKOM yang dipimpin oleh seorang
Manuger AWG dan dibawah Distrik Telekomunikasi:----—---- ... S =1

PENYELENGGARA Warung Telekomunikasi adalah perorangan atau badan usaha vang
buketjasama dengan TELKOM dalam PENYEL ENGGARAan warung telohomumkasg) -~ .-

Pesawal Telepon Umum Swalayan (PTUS) adalah pesawat telopon pelanggan yany ditaticantg secara

khusus dan telah lulus wi dar TELKOM serta bersertifikal yang tecdivi dart Conto! L
e '”"\‘!" L 'A\’.'"""”', HEEES R fu:\,pQ.. Sl e vaig apial s ik s o oo 1 PREIE) e
ditdbuiigi, daimia bernbicaraan milah onlea terpalar dan bhoacaran bioe el 8 ei e wial al Liays

yahy Narus dibayar.---«eeoe<ceoeemenens

Pendapatan WARTEL adalah seluruh pendapatan PENYELENGGARAan jusa telekomuiihas Lalaimn
Negeri, Luar Negeri termasuk Air Time, PPN dan pendapatan lainnya. - e e

Pendapatan Hak PENYELENGGARAan WARTEL adalah bagian pendapalan yang mernjadi hak
PENYELENGGARA berupa diskon yang akan dilelapkan dalam perjanjian inf,-----cz-se-see-emees.

L-11 adalah Tagihan rekening daga telobams nika aeagar-uiaiah Ya&Gg e nG iengenan peniakatan
pulsa lokal, SLJJ, Interlokaly Sl Bserta biaya, Air Time™ untuk permakaidmh k€ pesawal hand phore
(GSM/ AMPS).----————- B 11l LR TN S 3 B o N B W oo W

Sambungan Telekomunikasi Dinas Berbayar adalah sambungan telekomunikasi pelanggan
berstatus Dinas TELKOM yang tidak dikenakan biaya Pasang Baru dan Uang Abonemen Bulanan
tetapi tetap dikenakan Biaya Pemakaian Pulsa.-«--------s-rmemwoeoeocees oo

Kotak Terminal Batas (KTB) adalah balas tempal penyambungan antara IKR/G (Instalasi Kabel
Humah/Gedung) milik dan langgung jawab PENYELENGGARA dengan jaringan milik dan tangyungy
jawab TELKOM. Khusus sambungan telekomunikasi dengan sistem WLL yang tidak menynunakan
KTB, fungsi KTB digantikan oleh SOCKEVIOSEL ; ----r-sememememcrmomocomoms e ;

WLL ( Wireless Local Loop ) adalah sistem telekomunikasi dengan akses radio, tanpa kabel ------

DAU / FAU ( Fixed Access Unit ) adalah perangkat WLL yang dipasany di lokasi penyelenggara, yang
terdin: dan unit catu daya dan WaNSMISI. «===-=-=-=n e eemeeemmeeee oo e



WARTEL RADIO adalah sambungan telepon wartel yang dalam operasionalnya lersambung dengan
perangkat terminal radio ( bukan WLL ), dengan alokasi frekuensi yang telah ditetapkun oleh
DIRJEN POSTEL yaitu : 342,1 - 345,1 MHz atau 357,1 - 359,1 MHz dan perangkat terminal radio
tersebut .sudah memiliki SERTIFIKAT {ulus uji yang dikeluarkan dari DIRJEN POSTEL, - Seeeeeee

BHP ( Biaya Hak Penggunaan Frekuensi ) adalah biaya sewa frekuensi yang ditentukan oleh DIRJEN
POSTEL dan harus dibayar oleh Penyelenggara yang mengoperasikan Wartel Radio. ------ e

Jasa telekomunikasi ( JASTEL ) ke PSTN adalah semua pembicaraan sambungan telepon baik
tokal maupun SLJJ ( Sambungan Langsung Jarak Jauh ) melalui perangkat dan jaringan
telekomunikasi yang dioperasikan oleh TELKOM. ------ceemreceeens- TR Nm et e e e e s e

Pasal 2
LINGKUP KERJASAMA

TELKOM menyerahkan sambungan telekomunikasi untuk PENYELENGGARAan WARTEL tipe
................. s, kepada  PENYELENGGARA  dilokasi ..o

....................................................................... ., dengan nomor identitas :

LT T T 7T T TENT B B8

Lingkup PENYELENGGARAan WARTEL dapal MBHPUL ot e

a.Pelayanan-percakapan telepon Lokal, Interlokal (SLJJ), Internasional (SLI) dan Selulair;----- —-----e..-.
L. Pelayanan penguijukkan tacsimile dalam negeri dan luar negeri (internasional),----=---=-xecoe oo,
¢ Pelayanan pengunijukkan telegram Dalam Negeri dan Luar Negeri (kalau ada). oo oo

Dalarn PENYELENGGARAan tersebut ayat 2 Pasal Ini, seluruh aspek Teknis dan Operasional harus
sesuai ketentuan dan atau peraturan TELKOM yang berlaku..-w--e-oooooooeeeeo

T R e T : - P LR =T A NIV : iy o
arai T INY R SR Gt WA e, meEnuru POTlaipdin e CENY L EM G ARDL melgian: sy

leromunIkast sesuai kelenluan vang ditetankan Pemerintah / TE! KOs

wainibunygan isiekomunikast di WARTEL berstatus Dinas berbayar.-------—-—eue o

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN PENYELENGGARA

PENVELENGGARA DerkewajiDan : --------m-ueiesemeomememe e eceeeme e
a Alas blaya sendirl menyadigitah ¥ metakeEHEha TUNYSE KEGIAMAN [xrmroamemecmne
1. Tempal/gedung yang memadai untuk PENYELENGGARAan Pelayanan WARTEL yang meliputi :
a) Ruang Tunggu dan Ruang Operalorberikut sarana mebelairs---=5 o oo
b) Ruang KBU (Kamar Bicara U UM oo
¢) Fasilitas informasi layanan bagi pengguna jasa WARTEL .~~~ wweorrocmeeeeee
Daltar tarip jasa telekomunikasi YaNY DOrIaKU, -

d)  Alal lulis Menulis/adminiSras.----------- - -eoceeaeesmeommemeoooooeeeee

2. Perangkat telekomunikasi yang diperlukan untuk PENYELENGGARAan WARTEL berupa
perangkat PTUS, sesuai spesifikasi TELKOM, --««sxeooeoocoereooo ..

3. Papan nama yang memuat; Nama WARTEL, Alamat Lokasi, Jam Pelayanan buka dan tutup,
Jenis layanan jasa (Telepon, Facsimile, Telex, dIl.) dan rambu petunjuk lainnya sesuai standar
TELKOM. ------ T AR

4. Pelugas pelayanan yang memenuhi standar pelayanan TELKOM.--------ooeooce



4. Petugas pelayanan yang memenuhi standar pelayanan TELKOM.----ceeereommomomamaoa .

5. Memasang ID WARTEL dan sertifikat lulus u}i perangkat PTUS di ruang pelayanan.------- TR

6. Diberikan keleluasaan untuk dapat menetapkan Biaya Pelayanan / Surcharge kepada pengguna
jasa wartel diluar biaya pulsa dan Biaya Pelayanan / Surcharge tersebut harus diinformasikan
secara transparan kepada pengguna jasa WARTEL dan segala akibat yang ditimbulkannya
menjadi beban dan tanggung jawab Pengelola Wartel. ------====recereemmmm oL

7. Menjaga, memelihara dan mengoperasikan perangkat PTUS, Facsimile dan perangkat lainnya yang
dikelola agar setiap saat berfungsi dengan baik sesuai dengan standar layanan TEI.LKOM.-----------

8. Menjaga dan meningkatkan Citra TELKOM.------rmmmrmmmme e

9. Memberikan tanda terima / print out pembayaran kepada pemakai Jasa WARTEL.--------=--c-ce--x

10. Melaporkan secara tertulis selambat-lambatnya pada tanggal | setiap bulan berjalan bagi
WARTEL yang melayani pengunjukan telegram kepada TELKOM:--c-mcmmmmemmommmm it

b. Membuka Pelayanan WARTEL dengan orientasi waktu disarankan 24 Jam, atau minimal 18 Jam.-----

c. Melaporkan secepatnya kepada TELKOM melalui telepon 117 bila terjadi kerusakan/gangguan
sambungan Telekomunikasi dalam PENYELENGGARAan WARTEL. -----cmemmmmem oo

d. Bertanggung jawab merawat/memelihara dan memperbaiki perangkat WARTEL bila terjadi kerusakan/
AN GUAN. == 7= 7w e e e e oo

e Menjaga dan menjamin kerahasiaan berita yang dikirim oleh pemakai WARTEL ---------c----
f. Menyetorkan pendapatan WARTEL yang menjadi hak TELKOM;--------- oo

g. Menyediakan pelayanan Telekomunikasi untuk hubungan lokal, hubungan langsung jarak jauh,
hubungan langsung internasional dan hubungan ke jaringan Sambungan Telepon Bergerak Seluler.----

LILING ) sabichbn  n e b d =
Ve (1

P S tmd =T e om dam o b i ' '
Qi LITUDCIIr LAt AUal DRIt (A1) 0 SO (oM A n

(HSKOFY, == meaa L R — =

. PPN JASTEL tersebut pada huruf | ayat int oieh PENYELENGGAHRA disetorkan kepada |kELKOM
yang bertindak sebagai WAPU ( Wajib Pungut Pajak ) untuk kemudian disetorkan ke Kantor
Pelayanan Pajak;-----=s--c-mommrm oo e s

j- Untuk Penyelenggara yang mengoperasikan Wartel Radio berkewajiban membayar BHP ( Biaya
Hak Penggunaan Frekuensi ) kepada DIRJEN POSTEL sesuai ketentuan yang berlaku, ---------=w-

PENYELENGGARA berhak menerlma Diskon, dimana besaran prosentase seperti dibawah ini yang
diperhitungkan dengan pendapatan wartel tidak termasuk 10% PPN Jastel.

Prosentase Diskon Penyelenggaraan Wartel adalah sebagai berikut :

a. Untuk pemakaian Jasa Telekomunikasi (JASTEL) ke PSTN sebesar 30% (tiga puluh prosen) secara
flat, artinya : penyelenggara wartel mendapatkan hak pendapatan sebesar 30% dari total pendapatan
percakapan / sambungan domestik ( dalam negeri ) yaitu berupa pendapatan pulsa lokal dan SLJJ.

b. Untuk pemakaian JASTEL Sambungan Langsung Internasional (SLI1) diberikan diskon sebesar 8%
(delapan prosen) dari pendapatan internasional yang diperoleh PENYELENGGARA per bulan;--------

c. Untuk layanan akses ke Sistem Telepon Bergerak Seluler (STBS) diberikan diskon sebesar 22,5 %
(dua puluh dua koma lima prosen) x Hak TELKOM atas percakapan PSTN ke STBS «x
pendapatan pulsa (tidak termasuk pendapatan air time dan PPN) yang diperoleh
PENYELENGGARA per bulan; - e et

d Diskon tersebut di atas, dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan keputusan/ aturan yang
berlaku yang dikeluarkan oleh Pemerintah, TELKOM dengan terlebih dahulu akan dibertahukan
KEMUAIBN. === e m e e e e e e e e oot e




4. Petugas pelayanan yang memenuhi standar pelayanan TELKOM.-------c-ocecmmmmoriocooieee s

5. Memasang ID WARTEL dan sertifikat lulus uji perangkat PTUS di ruang pelayanan.------- seamaenn

6. Diberikan keleluasaan untuk dapat menetapkan Biaya Pelayanan / Surcharge kepada pengguna
jasa wartel diluar biaya pulsa dan Biaya Pelayanan / Surcharge tersebut harus diinformasikan
secara transparan kepada pengguna jasa WARTEL dan segala akibat yang ditimbulkannya
menjadi beban dan tanggung jawab Pengelola Wartel. ----s=scemmsemmmmmmm oo

7. Menjaga, memelihara dan mengoperasikan perangkat PTUS, Facsimile dan perangkat lainnya yang
dikelola agar setiap saat berfungsi dengan baik sesuai dengan standar layanan TELKOM.:------- SIS

8. Menjaga dan meningkatkan Citra TELKOM.----ommmmmmmm e e e
9. Memberikan tanda terima / print out pembayaran kepada pemakai Jasa WARTEL.--------------v-o-

10. Melaporkan secara tertulis selambat-lambatnya pada tanggal | setiap bulan berjalan bagi
WARTEL yang melayani pengunjukan telegram kepada TELKOM:--re-crmvearmmmomammominn e

Membuka Pelayanan WARTEL dengan orientasi waktu disarankan 24 Jam, atau minimal 18 Jam.-----

Melaporkan secepatnya kepada TELKOM melalui telepon 117 bila terjadi kerusakan/gangguan
sambungan Telekomunikasi dalam PENYELENGGARAan WARTEL. -------c--seecmmmmmmmo oo

. Bertanggung jawab merawat/memelihara dan memperbaiki perangkat WARTEL bila terjadi kerusakan/

GANGGUAN =~ == == oo oo oo e e e e e e oo oo
Menjaga dan menjamin kerahasiaan berita yang dikirim oleh pemakai WARTEL ------------mcemeiooennnn-
Menyetorkan pendapatan WARTEL yang menjadi hak TELKOM;-------------mmmmmmmmmmm oo

Menyediakan pelayanan Telekomunikasi untuk hubungan lokal, hubungan langsung jarak jaubh,
hubungan langsung internasional dan hubungan ke jaringan Sambungan Telepon Bergerak Seluler.----

AT TR tara v Pit. To. . mmmete oA i ey . 1 N Tl '
Criv o OAD oL YWARICL OItiaiag wUe eSeDRG BRasSens ugit @ian BRRala (o Sedminin Ginuianos

FISKON, ammmam e e SRR < e TR,

PPN JASTEL tersebut pada hurut i ayat ini oleh PENYELENGGAHRA disetorkan kepada |ELKOM
yang bertindak sebagai WAPU ( Wajib Pungut Pajak ) untuk kemudian disetorkan ke Kantor
Pelayanan Pajak;----------r-rsmmrmmmmm e oo oo oo oo e e oo

Untuk Penyelenggara yang mengoperasikan Wartel Radio berkewajiban membayar BHP ( Biaya
Hak Penggunaan Frekuensi ) kepada DIRJEN POSTEL sesuai ketentuan yang berlaku. ----=--s-e-v--

PENYELENGGARA berhak menerima Diskon, dimana besaran prosentase seperti dibawah ini yang
diperhitungkan dengan pendapatan wartel tidak termasuk 10% PPN Jastel.

Prosentase Diskon Penyelenggaraan Wartel adalah sebagai berikut :

a.

Untuk pemakaian Jasa Telekomunikasi (JASTEL) ke PSTN sebesar 30% (tiga puluh prosen) secara
flat, artinya : penyelenggara wartel mendapatkan hak pendapatan sebesar 30% dari total pendapatan
percakapan / sambungan domestik ( dalam negeri ) yaitu berupa pendapatan pulsa lokal dan SLJJ.

Untuk pemakaian JASTEL Sambungan Langsung Internasional (SLI) diberikan diskon sebesar 8%
(delapan prosen) dari pendapatan internasional yang diperoleh PENYELENGGARA per bulan;--------

Untuk layanan akses ke Sistem Telepon Bergerak Seluler (STBS) diberikan diskon sebesar 22,5 %
(dua puluh dua koma lima prosen) x Hak TELKOM atas percakapan PSTN ke STBS x
pendapatan pulsa (tidak termasuk pendapatan air time dan PPN) yang diperoleh
PENYELENGGARA per bulan;------ mesmeeesmmsmosmaoanoooseosoonoe e

Diskon tersebut di atas, dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan keputusan/ aturan yang
berlaku yang dikeluarkan oleh Pemerintah, TELKOM dengan terlebih dahulu akan diberttanukan
KEMUAIAM. === o s e e oo e e o e e e e e e s e e ssoooooosooosooosoeooeoo-



Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN TELKOM
(1) TELKOM berkewajiban untuk -
a. Menyediakan sambungan telekomunikasi untuk PENYELENGGARAan Jasa WARTEL. s/d KTB -----

b. Memelihara dan memperbaiki sambungan telekomunikasi s/d KTB agar selalu dapat berfungsi
dengan baik, ---------- e e R R S e e S e e et am s e

¢. Melakukan proses dan tahapan pembinaan bagi PENYELENGGARAan WARTEL - eeeeee e

d. Memberikan sanksi kepada PENYELENGGARA apabila PENYELENGGARA tidak mementihi
kewajibannya sesuai Perjanjian ini. «ws-ssersreesscmssemssssmmssmeemseismeesimeemee e eomeonn e e -

(2) TELKOM berhak Untuk :-----ceeoeceeommemeoccieeeoe e

a. Setiap bulan menerima seluruh setoran pendapatan WARTEL sesuai dengan hasil perhitungan setelah
RUFBNGH GISKON. e DorUNgAN Setelal

b. Melakukan pengecekan terhadap kelayakan operasional WARTEL, apakah sudah memenuhi
persyaratan sesuai ketenluan yang berlaku yang akan dituangkan dalam Berita Acara kelayakan
yang ditanda tangani oleh TELKOM dan PENYELENGGARA. e

¢. Melakukan pemeriksaan terhadap operasional, teknis, pembukuan dan administrasi WARTEL ---........

d. Menagih kepada PENYELENGGARA yang menunggak.setoran yang- menjadi-hak TELKOM atau
kekurangan setoran;-----—----oeoeeereee s L

Pasal 5
PENYETORAN PENDAPATAN

(1) Penyetoran pendapatan WARTEL oleh PENYELENGGARA kepada TELKOM dilaksanakan satu bulan sekali
berdasarkan L.11 atau Tagihan Rekening dengan ketentuan : «---—seeseseee oo ... Prerins

4. Uniuk AWG SEMARANG, YOGYAKARTA, SUL O PEKALONGAN dan PURWOKERTS muial tanggal!
# s/d 10 setiap bulan berjalan; mme - meme . seee - ;
b. Untuk AWG selain tersebut ayat (1) huruf a diatas: mulal tanggal 10 s/d 14 setiap bulan berjalan;

(2) Apabila tanggal penyetoran tersebut jatuh pada Sabtu, Minggu atau hari libur/ Hari Raya maka penyetoran
dilakukan pada hari kerja S A

(3) Penyetoran tersebut pada ayat (1) pasal ini dilakukan di Bank-Bank yang ditunjuk oleh TELKOM dan
PENYELENGGARA dibebaskan dari biaya transfer. - wowom e

(4) Apabila PENYFIENGRAOA \as
PENYELENGGARA menyelesaikan [k
melalui Iangkah-langkah q TE R Y

ciatanalas L-i1 aiau tagihan Hekening maka setelah
ewajiban penyetoran,\ akan dilakukan pemeriksaan oleh TELKOM

a. Pemeriksaan secara administrasi yaitu dengan melakukan pencocokan bukti-bukti percakapan/
pengiriman data dengan data yang ada di TELKOM .sseeeeieomieeenae

b Pemeriksaan secara teknis pada terminal dan perangkat disisi PENYELENGGARA dan disisi sentral
e e T —— s el ke

(5) Jika Penyetoran dari PENYELENGGARA lebih besar dari L-11 atay tagihan rekening ditambah pendapatan
lainnya maka kelebihannya akan diperhitungkan dengan penyetoran periode berikutnya, sedangkan jika
terjadi sebaliknya maka PENYELENGGARA wajib menyetorkan kekurangan paling lambat pada :

a. Tanggal 11 pada bulan yang sama setelah diadakan pencocokan untuk p
di atas ommeeaes L S T S e T, = ua O

b. Tanggal 15 pada bulan yang sama setelah diadakan pencocokan untuk pasal 5 ayat 2 point b
e SRRt S A “eees

asal 5 ayat 1 point a

Apabila setelah dilakukan pemeriksaan seperti pada ayat (4) pasal ini ternyata tidak diternui adanya

-



)

kelainan baik administrasi maupun teknis di pihak TELKOM maka PENYELENGGARA harus
menyelorkan sesuai L. 11 atau rekening lagihan, sebaliknya bila ditemukan kelainan pada pihak TELKOM
maka PENYELENGGARA hanya wajib menyetorkan sesuai dengan hasil pemeriksaan.-----«--=-----<-cccceee

Pasal 6
JANGKA WAKTU KERJASAMA

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam penanjlan ini berlaku untuk 1angkd wakiu 3 (tlga tahun ) se;ak
ditandatangani dan berakhir pada tanggal = --«sssessee s mmmmm oo

Jangka waklu dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat diperpanjang atas dasar pengajuan/permohonan
secara lertulis oleh PENYELENGGARA selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya
PKS ini dan atas persetujuan tertulis dari TELKOM yang dnuangkan dalam side lelter atau
amandemen atau PKS baru ; --------- - Arreemesmemesceirsesaos =

Pasal 7
LARANGAN

PENYELENGGARA dilarang untuk mempararel sambungan telekomunikasi WARTEL selain unluk
tungst WARTEL . -+ e i

PENYELENGGARA dilarang untuk memindahkan sambungan telekomunikasi WARTEL ke alainal lamn
lanpa terlebih dahulu mendapal ijin dan persetujuan tertulis dari TELKOM .

PENYELENGGARA dilarang untuk mengfungsikan sambungan telekomunlkaSl WARTEL sebdguan alat
keseluruhan untuk kKepentingan pribadi 7 perusahaan / INTERNET:-- T e

PENYELENGGARA dilarang mengoperasikan lebih dari satu wartel di satu lokasi.

PENYELENGGAHA dilarang mengoperasikan perangkal jasa telekotmunikas) ( wartel ) ldumyd dengan
selling lanp berbeda diluar ketentuan yang tercantum didalam PKS - - oo

PENYELENGGAHRA dilarang mengoperasikan pelayanan "JASTEL" lainnya dengan mengalasnamakan
TE1 KOM

ANK“

Apabila PENYELENGGARA melanggar pasal § ayat (1) perjanjian my, maka pada tanggal 21 setiap
bulan berjalan PENYELENGGARA dikenakan sanksi berupa Pengisoliran sambungan telekonwnikasi.

Apabila penyelenggara belum melunasi penyetoran sebagaimana hasil pencocokan sampai dengan

tanggal 11 bulan tagihan _L-11 untuk pasal 5 ayat 5 point a, diatas, dan-tanggal 16 untuk pasal 5
avat 5 point b diatas maka akan dikenakan <anksi'heriina dandal/sehasar 119 (ot Barn, i) cotiap hari

kalender dari jumlah gagihan JL#11 yang terdambat dlsetor, ----------------------------------- =

Apabila PENYELENGGARA-tidak menyelesaikan kewajiban tunggakkan seloran dalam waktu | (satu)
bulan kalender terhitung.mulai-tanggal. pengisoliran maka akan dilakukan pencabutan sambungan
telekomunikasi yang diikuti pemutusan PKS, dan PENYELENGGARA telap mempunyai kewajiban
menyelesaikan tunggakkan yang belum diselorkan - w--ooooooeoooo e

Perjanjian Kerjasama ini secara sah dapat diputuskan secara seplhak oleh TELKOM lanpa adanya
suatu tuntutan apapun dari PENYELENGGARA, apabila :-----—- - .- R e

a Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah PKS dltandatangam plhdk PENYELENGGARA udak alau
belum memulai kegiatannya. - ----------- EE=SEE=seeeeseees wayas

L PENYELENGGARA tdak mengoperasikan WARTEL selama | (satu) bulan , kecual sebelum
menghentikan operasionalnya memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepadd TELKOM
dengan alasan yang dapatl diterima.-------------s=seeesemmmmmn - Seeeeeeean i e

¢ PENYELENGGARA memungut biaya melebihi ketentuan tanp jasa telekomunikasi yang berlaku
atau memungul biaya tambahan lain.--------



d. PENYELENGGARA melakukan manipulasi administrasi/pembukuan pendapatan dan al:
manipulasi pulsa dengan melakukan seting tarip tidak sesuai dengan tarip’ TELKOM at;
memberlakukan argo lebih cepat (argo kuda).-«----eeemmeeemmmeeome

e. PENYELENGGARA menyimpang dari ketentuan dan atau peraturan TELKOM yang berlaku.--------
. PENYELENGGARA melalaikan salah satu kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 3 dala
L T T T RSN S ESE S -

9. PENYELENGGARA tidak menyetorkan pendapatan yang menjadi hak TELKOM sebagaimai
Pasal 5 dalam Perjanjian ini;--------ooooommom e

h. PENYELENGGARA tidak mengajukan permohonan perpanjangan PKS sampai berakhirnya ma:
berlakunya perjanjian ini ;----=--ccsomoecemo R SRR UETE TR EEEPRERER,

i. Apabila terjadi suatu sengketa aset, pada pihak PENYELENGGARA dengan pihak keliga, yang ac
hubungannya dengan Penyelenggaraan WARTEL. =++-sx=ssemsmemammmmiaeee oo :

j. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa PENYELENGGARA, mengalihkan atau menyerahk:
penyelenggaraan WARTEL dimaksud dalam perjanjian ini kepada pihak ketiga, tanpa sepengetahti
dan persetujuan tertulis TELKOM. i« ees e esmsamm e

k. Apabila PENYELENGGARA tidak dapat mengoperasikan sebagian sambungan telekormumik:

WARTEL yang diberikan oleh TELKOM ( pulsa nol ) selama dua bulan berturut-turut, ma
sambungan lelekomunikasi tersebut akan ditarik kembali / dicabut oleh TELKOM:----- :

. Apabila PENYELENGGARA melanggar salah satu atau lebih pasal 7 perjanjian ini.--------. -

Pasal 9
KEADAAN KAHAR

Tidak dilaksanakannya atau tertundanya pelaksanaan sebagian atau keseluruhan ketentuan Perjanji
ini oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak, tidak termasuk pelanggaran atas Perjanjian i apal
hal tersebut disebabkan adanya KEADAAN KAHAR, dan yang termasuk KEADAAN KAHAR adai
peristiwa-peristiwa sebagai berikut i-----— e semes e ~seses

VAL 1 [
st

' i . 1 ) . e =
P e ARSI R T A o) TR RS HeIRISEel]
/ = ; w. b Tl pticil! o = ROMHHONLEH

b Pambaraninbian bMiriabara atarn: masaema [0

c. Kebakaran besar, sabotase.----------=ssee-icecee cceo ... e s :
d. Hal-hal iain di luar kemampuan/kekuasaan pihak yang bersangkutan,-------------occocicccoeoooee oo oo

Pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sehubungan dengan KEADAAN KAHAR hai
memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 15 (lima belas) hari kalender se
mulainya kejadian terseputrdengan [dilengkapirsurat |Ketetangan oari pitiak yang berwenang.-----

Kelalaian atdU" Keteflambatah pihak yafg” tefkefla KEADAANSKAHAR dalari memberitaluk
sebagaimana dimaksud ayat/(2) pasal ini dapat mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaks
ayat (1) sebagaimana KEADAAN KAHAR  «--eoommemooooo

Apabila KEADAAN KAHAR berlangsung lebih dari 6 (enam) bulan maka kedua belah pihak ber!
memutuskan perjanjian secara sepihak melalui pemberitahuan tertulis kepada pihak fain. ------ <.

Semua kerugian yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat KEADAAN KAHAR tidak men;j.
tanggung jawab pihak lain.------------——---. T

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelayanan dan penyelenggaraan WARTEL terjadi perselisthan dengan pemakai j:
telekomunikasi ataupun intern PENYELENGGARA WARTEL, penyelesaian sepenuhnya men)
tanggung jawab PENYELENGGARA;--------cmmmmee oo e



(?) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsitan dan atau pelaksanaan ketentuan
ketentuan dalam perjanjian ini, TELKOM dan PENYELENGGARA sepakal untuk menyelesaikan secara
musyawarah dan tidak akan dipublikasikan di media massa.--- - e

(3) Bila musyawarah tersebut ayat (2) pasal ini tidak menghasilkan kala sepakat lentang cara penyelesaian
perselisihan, TELKOM dan PENYELENGGARA sepakat untuk menyerahkan semua sengkela yang
timbul dari perjanjian kerjasama ini kepada Pengadilan Negeri setempat.---------ooeoe -

(4) Selama proses penyelesaian perselisihan, kedua belah pihak tetap berkewajiban melaksanakan seluruh
ketentuan dalam perjanjian ini. - - --o-oooe o e e

Pasal 11
KERUSAKAN DAN KERUGIAN

(1) Pihak PENYELENGGARA bertanggung jawab untuk mengganti semua kerusakan dan atau kerugian
terhadap barang-barang kepentingan TELKOM atau pihak lain yang timbul akibat kesengajaan atau
kelalaian pihak PENYELENGGARA, atau orang lain yang bekerfa untuk PENYELENGGARA

(?) Bilamana kerusakan atau kerugian yang dimaksud ayat (1) pasal ini dapat dibuktikan bukan sebagai akibal
dari kesengajaan atau kelalaian petugas/pihak PENYELENGGARA, maka pihak PENYELENGGARA
dibebaskan dari tanggung jawab tersebut aya! (1) pasal ini.------ - - .. e

Pasal 12
BEA MATERA!

Seluruly bea malerai yang limbul dan mungkin timbul akibat dari pembualan dan pelaksanaan petjnian i
menjadi_langgung jawab PENYELENGGARA . -=-----~-c-o —coooaes oo SERTETT S

Pasal 13
LAIN - LAIN

(1) Segala ketentuan-ketentuan dan syarat-syaral dalam Perjanjian ini berlaku serta mengikal bagi piiak
pihak yang menandatangani, pewaris-pewarisnya, pengganti-penggantinya seila imeieka vang
menmiperoleh keuntungan dari padanya.- = =

Al R al T PDVERIYTN 5 (YA ol sl 1 . [
noedua helan piak 1E ian ENYETENEICARA sogalah™ oL gl A A

Pasal 1268 KiUH Perdala @ESp segaia SABUAU Yang Be lalian deng@in peruiusan o perbaio
poHanan i sehingga peimuiusan /4 penbalalan peganjian i cukup dilakukan oleh 1 ELKOM dengan
pemberilahuan secara tertulis kepada PENYELENGGARA tanpa’ perlu terlebih dahulu menunagau

keputusan dar hakim

3 Halhal yang menyangkul petubahan atau hal hal yang beluin lengkap dialur dalam Perjanjion mi akan
ditoangkan dadim bentuk Side Letter atau AMANDEMEN serla menipakan bagian yang talake dapad
dipisahkan dan mempunyai kekualan-hukum yang,sama dengan Rerjanjian-ini

4) Perjanjian dibual dalam-ranagkap. 2 (dua) asli masing-masing sama bunyiriya diatas keitis vanng
bermaleral cukup serta“imempunyaiykekuatan ‘hukum yang. sama sefelah ditandatangani dan dibubuihi
cap Perusahaan kedua belah*pihak dan masing-masing menyimpan arsip PKS tersebut

yamikian perjanjian kerjasaina ini dibuat dengan itikat baik-untuk dipatuhi dan mulai berlaku sejak tanggal
fitandatangani oleh TELKOM dan PENYELENGGARA - -

PENYELENGGARA TELKOM

8



DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jalan Marsda Adisuciplo, Telp. 5 12840, Yogyakarta 55221

Nomor = IN/DS/PP.00.9/3%/200
Lamp.
I lal © Rekomendast Pelaksanaan Riset

Kepada
Yth. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu alatkum Wr Wh

Dengan 11 kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak Gubernur. bahwa
untuk kelengkapan menyusun Skripsi dengan judul: Tinjauan Hukum lslam
Terhadap Sistem Bagi Hasil Antara PT Telkom Dengan Pengelola Wartel. kami
mohon kiranya Bapak Gubernur berkenan memberikan REKOMENDAST kepada
mahasiswa kami:

Nama /mt Barokah

Nomor Induk 98383037

Semester X

lurnsan Miuamalah

ClGR oz adiainat s poadiiran CRISCUG ICIMPa-tempat seagin bDeniku

I P relckomunikas Indonesia Kantor Distrik Yogyakarta

Mctode pengumpulan data sceara wawancara, obscrvasi dan dokoumentasi pada
dacrah terscbut-gh atasrguna penulisangSknipsivsebagaiysyarat antuk memperoleh
upranegeiar, Sarjana pada Fakuitas Syar a 1AUN, Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Adapun waktunya mulai/ tanggal  =¢ Jum 2003. Dengan Dosen Pembimbing:
Dr. H. Abd*Salam "Arief;, MA dan Dr. Ainur Rafiq, M."Ag.Demikian atas
permohonan kami,sebelumnyagkami pcapkan terimarkasihy

Wassalamu alaikum Wr. Wb

Tembusan disampaikan kepada Yih.
I Bapak Rektor TAIN Sunan Kalijaga ( sebagai laporan )
2. Arsip



~ PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

(BAPPEDA)

Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213
Telepon (0274) 562811 (Psw. 209-219), 589583 Fax. (0274) 586712
E-mail : bappeda_diy@plasa.com

SURAT KETERANGAN / IJIN
Nomor:07.0/ 21|12

Membaca Surat Rektor IAIN Suka No. IN/DS/PP.00.9/394/2003
Tanggal : 29 Mei 2003 Perihal : ljin Penelitian
Mengingat 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 1983 tentang Pedomari

Pendanaan Sumber dan Potens| Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman

Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitlan dan Pengembangan di Lingkungan

Departemen Dalam Negerl;

3. Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta No. 33/KPTS/1986
tentang : Tatalaksana Pemberlan Izin bagi setiap Instansi Pemerintah,
Non Pemerintah yang melakukan Pendataan/Penelitian.

N

Diijinkan kepada

ol ' UMIBAROKAH No. Mhs./NIM : 98383037

Alamatinstansi  : ) aqiccipto Yogyakarta

Judut * TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM BAGI HASIL ANTARA PT. TELKOM DENGAN
PENGELOLA WARTEL

Lokasi : Kota Yogyakarta

Waktunya ¢ Mulai tanggal 2.Juni 2003 s/d 2 September-2003

enogan Kaetanruoan

1. Teniebi dahule menemul | Mtiapuinail Jill Repala rejabal Pemennian setempat { Bupati/

Walikota Kepala Dasiali } uniuk mendapat petunjuk sepertunya.

2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat.

3. Wajib memberilaporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
(Cq. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)

4. ljinini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah
dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah.

5. Suratijin ini dapat diajukan lagt untuk mendapat/perpanjangan‘bila diperlukan.

Surai yuiun dapat aivataikan sewakiu-waktu apabila tidak_dipenuhl ketentuan.--ketentuan tarsebut

di atas.

<

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan.seperlunya.

Tembusan Kepada Yth. : Dikeluarkan di : Yogyakarta

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Pada tanggal : » juni 2003
{ Sebagai Laporan )

2. Ka. Badan Kesatuan dan Perlindungan A.n. GUBERNUR
Masyarakat Propinsi DIY DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SI Dty
3 Walikota Yogyakarta c.q. Bappeda; KEPALA BAPPEDA PROPINSID

~4._Rek?or IAIN Suka Yogyakarta; /'\i’j\“ .~ UB . KEPALA BIDANG

i Pertinggal /7S ——PENELITIAN DAN PENGENDALIAN
&/ == \¥Y\
((;L Rid

‘ig_'f’%\ S f((‘j‘
/STIMEWNR #
' Ir. NANANG SUWANDI
NIP. 490022 448




PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Komplek Balaikota Jalan Kenari No. 56 Telepon 515865/515866 Psw. 153, 1544

SURAT KETERANGAN / IZIN
Nomaor : 070/ 26 &7

Dasar - Sural zin/Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
070/ 2112 Tanggal :2 Juni 2003
Mengingat . Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat I Yogyakarta Nomor

072/KD/1986 tanggal 6 Mei 1986 tentang : Petunjuk Pelaksanaan Keputusan
Kepala Daerah Istimewa Yogyakaria, Nomor 33/KPT1S/1986 tentang
Tatalaksana Pemberian zin bagi setiap Instansi Pemeriniah maupun Non
Pemerintah yang melakukan Pendataan/Penelitian

Diizinkan kepada Nama * UmiBarokah  NIM 98383037
Pekerjaan © Mahasiswa Fak.Syari'ah - |IAIN Sunan Kalijaga
Alamat «  Jl.Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Penanggungjawab * Dr.HAbd. Salam Arief, MA.
Keperluan ' Mengadakan penelitian dengan judul:

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM
BAGI HASIL ANTARA PT TELKOM DENGAN

PENGELOLA WARTEL
L okasi/Responden Kota Yogyakaria
Waktu Mulai pada tanggal 2 Juni 2003 s/d 2 September 2003
| armpiran Prannsal dan daflar pertanvaan

-

wajib memberi laporan hasil penelitian kepada Walikote Yogyakarta

(Cq. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta ).

2. Wajib menjaga tata terlib dan mentaati ketentuan-ketenfuan yang berlaku
setempat.

3. kin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan {erlentu yang dapat mengganggu
kastabilan Pemerintah dan hanya dipergunakan untuk keperiuan ilmiah.

4. Sural N Nl sewaklu-wakiu dapal_dipaiaikan_apabiia iidax dipeiiuiiiye

ketentuan — ketentuan tersebut diatas.

Dengan ketentuan

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan
seperiunya.

Dikeluarkan di : Yogyaksrta
Pada tanggal : $-06-2003

Tanda tangan
Pemegang zin

Umi Barokah

\AN

\\ 0 m,mgzs:.s{e
busan Kepada Yth, ; w

Walkota Yogyakarta

Ka. Bappeda Propinsi DIY

Ka. Kantor Kesbang dan Linmas Kota Yk.
Dir. Tekkom Yogyakarta.

Arsip.

[, 30 SN S



TELKOM

INDONESIA

Nomor :Tel 52 /PD520/RE4-D25D/2003
Yogyakarta :'Tgl 06 Juni 2003

Kepada Yth,

Sdr. Dosen Pembimbing Fakultas Syariah IAIN

Yogyakarta.

Perihal : Ijin Penelitian

Dengan Hormat.

Menunjuk surat Keterangan [jin Penelitian dari PEMDA Tanggal 05 Juni 2003 perihal

seperti tersebut diatas, dengan ini kami beritahukan bahwa pada prinsipnya kami tidak

keberatan atas permohonan saudara tentang Ijin Penelitian Mahasiswa , atas nama dan

jurusan

o | NAMA T T ]
-0 Ui Barokal T S ah- |
Vdapun woktenye et tanga N SRR ORI Glaiat Magang Kena pada Unid

Wartel Jl Yos Sudarso no 9 Yogyakarta

Kepada para Mahasiswa/ siswi terscbut diwajibkan untuk mengikuti dan melaksanakan
tata tertib yang berlaku sbb :

I Hari dan jam kerja KP/PK] dil siswa/ Mahasiswa, yaitu hari.Senin s/d Jum’at dari

JaIm UsLL $a 10.00

™

Berpakaian sopan dan tidak diperkenankan memakai celana Jean / ba ju kaos.
Menyerahkansatu set\laporan hasil Kerja Praktek.

Tidak menyebarluaskan hasil penelitian/ laporan kerja kepada fihak lain

“w oA W

Menandatangani surat pernyataan diatas meterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan
menyerahkan pas photo 2 lembar ukuran 3X4 pada bagian S D M Yogyakarta.
6. Tidak/... . ...

TOR DISTRIK YOGYAKARTA - PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. - JI. Yos Sudarso 9 Yogyakarta 55224 Telp. : (0274} 587123 Fax. (0274) 580900




6. Tidak menggunakan fasilitas telepon, Fotocopy dan komputer untuk kepentingan
pribadi selama melaksanakan KP, Riset, PKL, PI, PSG,Penelitian dlI.
7. Tidak mendapat bantuan uang makan , transport, honor selama melaksanakan KP,

PKL, Riset, Penelitian , mencari data dll.

Selanjutnya agar para mahasiswa / siswi saudara melapor kepada Spv Wartel

sebelum/ sesudah melaksanakan KKL

Demikian kami sampaikan, atas kerja samanya kami ucapkan terin}a kasih.

-

MANAJER DUK SDM,

II )’

}1 ’

Tembusan  : 1, Sdr . Spv.Wartel Yk



Lampiran [X

Nama

Tempat tanggal lahir :

Alamat asal
Alamat sekarang
Nama Ayah
Nama tbu

Pendidikan

CURRICULUM VITAE

: Umi Barokah

Purworejo, 16 Juni 1980

: Kaliwatubumi, Rt 02 Rw 04, Butuh, Purworejo

J1. Gedongan Baru 24D, Banguntapan, Bantul

: Muhtar Nur (alm.)
- Muhtmah

1. SD Negeri Kaliwatubumi lulus tahun 1992.

(3]

. SMP Negeri | Kutoarjo lulus tahun 1995.

3 SMUJ Negeri 1 Purworejo tulus tahun' 1998
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